Menimbang

MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REFUBLIK INDONESIA

PERATURAN
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 47 TAHUN 2011
TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI REPUBLIK INDON ESIA,

a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja

keberhasilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi dalam pencapaian tujuan dan sasaran
strategis  perlu  disusun  Indikator Kineja Utama (IKU)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi;

bahwa dengan memperhatikan perubahan struktur organisasi
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah
diubah  terakhir dengan Peraturan Menteri Megara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi BirokrasiNomor
4 Tahun 2011 dan dinamika perubahan lingkungan strategis
serta kebijakan aktual di bidang pendayagunaan aparatur negara
dan reformasi birokrasi tahun 2010-2014 sebagaimana Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2010-2014 dan Rencana Strategis Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;



Mengingat

bahwa Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara MNomor PER/M1/M PAN/OS/2007 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara tidak sesuai lagi dengan perubahan peran,
tugas dan fungsi organisasi Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi .

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, b, dan ¢ perlu ditetapkan Peraturan Menteri
Megara Pendayagunaan Aparatur MNegara dan Reformasi
Birokrasi tentang Penetapan Indikator Kinerja Wama (IKU)
Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbandaharaan
MNegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia
Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden MNomor 47 Tahun 2008 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun
2010-2014,

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan,
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Serta Susunan
Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon | Kementerian Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden
Nomor 67 Tahun 2010,



Menetapkan

7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinera Instansi Pemerintah;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
Momor PER/Q/M.PAN/S/2007 tentang Pedoman Umum
Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi
Pemerintah;

9. Peraturan Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Megara
Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan
Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana
Strategis Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2014;

11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2010 tentang Organisasi
dan Tata Kera Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi, sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Megara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2011,

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN
APARATUR NEGARA DAN REFORMASI BIROKRASI TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
KEMENTERIAN PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA DAN
REFORMASI BIROKRASI.

Fasal 1

Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri
ini, merupakan acuan ukuran kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi yang digunakan oleh
masing-masing unit kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PAN dan RB) untuk



Menetapkan rencana kinerja tahunan;

Menyampaikan rencana kerja dan anggaran;

Menyusun dokumen penetapan kinerja;

Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan

Melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis
Kementerian PAN dan RB Tahun 2010 - 2014.

a0 o

Pasal 2

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi wajib melaksanakan monitoring dan evaluasi
terhadap pencapaian kinerja dan menyusun laporan akuntabilitas kinena,

(2) Hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Menteri Negara Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan disampaikan kepada
Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
dan Inspekiur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi

Pasal 3

Dalam rangka peningkatan dan optimalisasi pelaksanaan Peraturan Menten ini,
Inspektorat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
melaksanakan tugas

a. reviu atas capaian kinerja setiap unit kerja di lingkungan Kementerian Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka memastikan keandalan dan
keakuratan informasi dalam hasil monitoring dan evaluasi serta laporan akuntabilitas
kinerja;

b. evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan ini dan melaporkan kepada Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan tembusan
disampaikan kepada Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi

Pasal 4

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, maka Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PERM1/M.PAN/OB/2007 tentang Penetapan
Indikator Kinerja Utama Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 5
Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal.. 4...... Oktober 2011

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

- REPUBLIK INDONESIA,
mx'F'_F
Y

|
|




Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasl Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 4% Tahun 2011

Tanggal &4 Okiober 2011

==
H

Nama Organisasi : Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Tugas : menyelenggarakan urusan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasl dalam
pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara

3. Fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasl birokrasi:

b. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi;

C. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian PAN dan RB: dan

d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian PAN dan RB

4. Indikator Kinerja Utama Kementerian

el e T P

yang skor IKM baik) Program

T:nuuj I:u:nlil: Persentase instansl | » ula:i ttungan: {Julah Instansi

pelayanan publik prima, yang skor IKM baik /(Jumlah Instansi yang memiliki IKM) x 100% ; Pendayagunaan
cepat, pasti, murah, *» Tipe Penghitungan: Kumulatif ; Aparatur Negara
transparan, adil, patut dan * Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputi Bidang | dan Reformasi
memuaskan Pelayanan Publik Birokrssl pada
Bidang
Persentase *+ Formulasi Penghitungan : (Jumiah Pemda yang telah menerapkan KA
Pemerintah Daerah PTSP) /(Jumiah Pemda) x 100% : Pelayanan Publik
yang menerapkan | . :
nan T, 7 Tipe Penghlitungan: kumulatif ; _
Samiﬁnm (PTSP) | * Sumber data: Laporan hasil penilalan pelayanan publik Deputi
pelayanan publik
Persentase * Formulasi Penghitungan: (Jumiah instansi/unit pelayanan yang
InstansifUnit berkategori balk) /(Jumiah Instansi/unit pelayanan yang dinilai )
Pelayanan yang 100% ;
baik = Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
sesuai penllalan " 3
+ Sumber data: Laporan hasil penilaian pelayanan publik Deputi Bidang
Pelayanan Publik




Terwujudnya organisasi

Formulasi Penghitungan: (Jumiah Kementerian/Lembaga yang

Lampiran 1
Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 47
Tanggal &4

Tahun 2011
Oktober 2011

Program

aturan

SDM Aparatur

pemerintah yang Kementerlan/ struktur organisasi dan tata kerjanya telah tertata berdasarkan evaluasi | Pendayagunaan
proporsional, efektif dan Lembaga yang kelembagaan) / (Jumlah Kementerian / Lembaga) x 1009%: Aparatur Negara
efisien telah tertata Tipe Penghitungan : Kumulatif: dan Reformasi
organisasi dan tata Sumber data : Deput! Bidang Kelembagaan Birokrasi pada
kerfanya Deputi Bidang
Kelembagaan
Persentase Formulasi Penghitungan : Jumlah Pemerintah Daerah yang telah
kelembagaan dipantau dan dievaluasi organisasi dan tata kerjanya;
Pemda yang telah Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;
tertata organisasi
5u + uti Kelem
dareaid mber data : Deputi Bidang bagaan
III. | Terwujudnya SDM Persentase Formulasi Penghitungan: Persentase kenalkan gaji PNS per tahun Program
Aparatur yang profesional, | peningkatan yang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan Presiden ; Pendayagunaan
berkinerja,akuntabel dan | penghasilan PNS Tipe Penghitungan: Non kumulatit ST Hegaon
htera sesuai kebifakan sl
seja Sumber data: Deputi Bidang SDM Aparatur Birokrasi pada
nasional Deputi Bidang
SDM Aparatur
Jumnlah instansi Formulasi Penghitungan: Jumiah instansi pemerintah yang telah
pemerintah yang menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan penataan PNS sesual
MEnyusun ketentuan
perencanaan Tipe Penghitungan: Non Kumulatif ;
kebutuhan SDM Z =
Su H ¥ sil Maoni dan Eval Bida
i i mber data: Laporan Ha toring dan uasi Deputi ng




Persentass instansi

Lampiéran 1

Peraturan Menberi Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Momor &7 Tahun 2011

Tanggal ay  Oktober 2011

Formulasi Penghitungan: (Kementerian/Lembaga dan Pemda yang

dengan balk

yang menegakkan telah disosialisasikan dan menerapkan penegakan disiplin sesuai P
disiplin sesuai 53/2010) / (Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ;
aturan Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang
=DM Aparatur
Persentase instansi Formulasl Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah
pemerintah yang melakukan penataan jabatan PNS) / (Jumlah Kementerian/Lembaga) x
mielakukan 1009% ;
penataan jabatan Tipe Penghltungan: Kumulatif :
PHS Sumber data: Laporan Hasll Monitoring dan evaluasi Deputi Bidang
SDM Aparatur
IV. | Terwujudnya Persentase instansi Formulasi Penghitungan: { Jumiah Kementerian/Lembaga yang Program
penyelenggaraan tata pemerintah pusat telah melakukan penataan ketatalaksanaan dengan balk) / (Jumlah Pendayagunaan
laksana pemerintah yang | yang melakukan Kementerian/Lembaga ) x 100% : Aparatur Negara
efisien, efektif dan penataan Tipe Penghitungan: Kumulatif ; dan Reformasi
akuntabel ketatalaksanaan Sumber data: Laporan hasil Evaluas Deputi Bidang Tata Laksana Birokrasi pada
dengan baik Deputi Bidang
Tata Laksana
Persentase instansi Formulasi Penghitungan: { Jumlah Pemda yang telah melakukan
pemerintah daerah penataan ketatalaksanaan dengan baik) / (Jumiah Total Pemda) x
yang melakukan 100% ;
penataan Tipe Penghltungan: Kumulatif ;
ketatalaksanaan Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputi Bidang Tata Laksana
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Larmpiran 1

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 47  Tahun 2011

Tanggal 24 Oktober 2011

Sumber data: Laporan Hasll Evaluasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan
dan Akuntabilitas

Terwujudnya pelaksanaan | Tingkat kualitas Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga yang Program
reformasi birokrasi pelaksanaan RB kualitas pelaksanaan RBnya telah sesuai dengan kebijakan RE Nasional Pendayagunaan
nasional secara terencana, | yang terukur sesual berdasarkan hasil evaluasi)/ { Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah | Aparatur Negara
sistematis, dan dengan kebijakan melaksanakan program RB) x 1009 dan Reformasi
komprehensif RB Nasional Tipe Penghitungan : Kumulatif Birokrasi pada
Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Deputi Bidang Program pAN | Deputi Bidang
dan RE Program dan
Reformasi
Jumilah K/L yang Formulasi Penghitungan: Jumlah Kementerian/Lembaga peserta Birokrasi
telah melaksanakan program RE yang telah melaksanakan reformasi birokrasinya sesuai
reformasi birokrasi dengan kebijakan RB Masional berdasarkan hasil evaluasi
sesual kebijakan RB Tipe Penghitungan : Non Kumulatif
Nasional Sumber Data : Laporan Hasil Evaluasi Deputi Bidang Program PAN dan
RE
VI. | Terwujudnya instansi Persentase instansi Formulasi Penghitungan: { Jumiah Kementerian/Lembaga dan
pemerintah yang pemerintah yang Pemda yang telah menerapkan SAKIP sesual aturan /{Jumiah
akuntabel dan berkinerja menerapkan Sistem Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dievaluasi) x 100% :
tinggl Akuntabilitas Tipe Penghitungan: Kumulatif :
NI sl Sumber data: Laporan Hasil Evaluasi AKIP Deputi Bidang Pengawasan
atursn dan Akuntabilitas
Persentase Instansi Formulasi Penghitungan : { Jumlah Kementerian/Lembaga dan
pemerintah yang Pemda yang akuntabilitas kinerjanya baik /  jumlah
akuntabilitas Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dievaluasi) x 100% ;
kinerjanya baik Tipe Penghltungan: Kumulatif ;

l




Persentase Instans|

peserta model
Isiand of Integrity
yang berhasil

Lampiran 1

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Birokrasi Republik Indonesia
Momor S4F Tahun 2011

Tanggal B4 Oktober 2011

" Formulasi Penghitungan : { Jumiah Pemda model Jsiand of

Integrity yang dinilal berhasil) / { Jumlah instansi pemerintah daerah
peserta Island of Integrty )} x 100% ;

Tipe Penghlitungan: kumulatif ;

Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan

program Island of Integrity Deputi Bldang Pengawasan dan
Akuntabllitas

Terwujudnya
penyelenggaraan
pengawasan Inbern
pemerintah yang
terintegrasi, efisien dan
efektif

Persentasa instansi

Formulasi Penghitungan: { Jumlah Kementerian/Lembaga dan

pemerintah yang Pernda yang telah melaksanakan SPI sesuai aturan /

melaksanakan SPI (Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% :

sesual dengan Tipe Penghitungan: Kumulatf

ketentuan Sumber data : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabllitas

Persentase jumiah Formulasi Penghitungan: { Jumiah temuan hasil pemeriksaan BPK

temuan yang dan APIP pada Kementerian/Lembaga yang telah ditindaklanjuti /

ditindaldanjuti {Jumilah temuan hasll pemeriksaan BPK dan APIP pada

dalam waktu satu Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100%;

tahun Tipe Penghitungan: Kumulatif;
Sumber data : Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas

Persentase laporan Formulasl Penghitungan : { Jumiah laporan pengaduan masyarakat

dumas yang yang telah disalurkan dan telah ditindaklanjuti oleh

disalurkan dan Kementerian/Lembaga dan Pemda) / (Jumiah laporan pengaduan

telah ditindaklanjutd masyarakat yang diterima Kementerian PAN dan RB) x 100% :

oleh instansi Tipe Penghltungan : Kumulatif ;

pemerintah Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang

Pengawasan dan Akuntabilitas
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Persentase instansi
pemerintah yang
melaksanakan dan
melaporkan Inpres
Percepatan
Pemberantasan
Korupsi yang
dievaluasi sesual
pedoman

Lampiran 1
Peraturan Menberi Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Momor 43 Tahun 2011

Tanggal 24 Oktober 2011

Formulasi Penghltungan : { Jumlah Kementerian/Lembaga dan
Pemda yang laporan pelaksanaan Inpres percepatan pemberantasan
korupsinya telah dievaluasi ) /  (Jumilah Kementerian/Lembaga dan
Pemda menyampaikan laporan pelaksanaan Inpres percepatan
pemberantasan korupsinya ) x 100%:;

Tipe Penghitungan : Kumulatif ;
Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas




Lampiran 2

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 87 Tahun 2011

Tanggal 2&  Oktober 2011

T e L e e =
AT Penjelasant . g 8 s Rty

3. | Jumiah Pemda yang telah « Formulasi Penghitungan: Berdasarkan

CIndikator Kinerja Utama -] . S00Ra.

melaksanakan reformasi jurnlah ProvfKab/Kota yang program RB-nya

birokrasl sesual kebfjakan RB telah disetujui dan telah melaksanakan

Nasional reformasi birokrasinya sesuai dengan
kebijakan RB Nasional berdasarkan hasil
evaluasi

« Tipe Penghitungan : Mon kumulatif
= Sumber Data : Laporan hasil evaluasi Deputi
bidang Program dan RB

4, | Tingkat kualitas pelaksanaan « Formulasi Penghitungan: (Jumiah

RBE yang terukur sesual dengan Kementerian/Lembaga yang kualitas
kebijakan RB Nasional pelaksanaan Rbnya telah sesual dengan
kebijakan RB Nasional berdasarkan hasil
evaluasi) / (Jumiah Kementerian/Lembaga
yang telah melaksanakan program RB) x
100

= Tipe Penghitungan : Kumulatif
« Sumber Data : Laporan hasil evaluasi Deputi
bidang Program dan RB




Lampiran &

Peraturan Menterl Negara
Pendayagunaan Aparabur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Momor &7 Tahun 2011

Tanggal a4 Oldober 2011

5. Indikator Kinerja Utama Eselon IT

E 'Fﬁ-'- -’r; "::F'ﬁ':"ﬁ ] _|1=-'T. HL IIJ : ” I i I ‘l‘ H’E"L H' . - :I-:'I.:‘l.-"-" !.. .':.':""I: ] -'I..'...- I -":. I. .:'.- I:-" I:. .: : -'_.--L -.::-.. = :-. : .' % .-" q. iri"“'ﬂ—hﬂﬂ'h—
I. H!nlngll:amw 1. | Jumlah l:ehljnhm pelnksannm . Fnrmulasl Penghitungan; Berdasarkan | Pelaksanaan Asisten Deputi
efektifitas RB yang diterbitkan Jumiah Peraturan Kebijakan tentang Perumusan Perumusan
perumusan kebijakan pelaksanaan RB (UU, PP, Perpres, Per. Kebijakan PAN dan Kebijakan
PAN dan Reformasi Men. PAN dan RB) yvang telah diterbitkan; | RB Program PAN
Birokras| « Tipe Penghitungan: Non kumulatif; dan RB

* Sumber data: Laporan kegiatan Asdep
I Pada Deputi Bidang Program dan RB

2. | Dokumen isu pokok Program | «  Formulasi Penghitungan: Berdasarkan

PAN dan RB dalam rangka Jumiah Dokumen isu pokok Program PAN

PETUMUSAN rANCAangan dan BB dalam rangka perumusan

kebijakan rancangan kebifakan yang telah
diterbitkan;

= Tipe Penghitungan: Non komulatif;
s Sumber data: Laporan keglatan Asdep

1 pada Deputi Bidang Program dan RB
3. | Sistem informasi kebijakan, « [Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
pelaksanaan, monitoring dan Jummlah Sistem informasi kebijakan,
evaluasi di bidang Program pelaksanaan, monitoring dan evaluasi di
PAN bidang Program PAMN yvang telah disusun
dan ditetapkan;

= Tipe Penghitngan ; Non kumulatif;

« Sumber data: Laporan kegiatan
Asdep [ pada Deputi Bidang Program
dan RB




Lampiran 2

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Momor &7 Tahun 2011

Tanggal 24 Oktober 2011

”. ; VR N PRy e [

Reisataran strategis...| ~ {HindikatorKineria Utama | 3 57561 [ lpenjelasan ¥ 17 i T4 .

II. Meningkatnya 1. | Jumiah K/L yang + Formulasi Penghitungan: Koordinasi Asisten Deputi
efektifitas koordinasi melaksanakan kebijakan Berdasarkan Jumlah K/L yang telah Pelaksanaan Koordinasi
kebijakan PAN dan Program PAN dan RE sesuai melaksanakan kebijakan Program PAN Keblijakan PAN dan | Pelaksanaan
RB pada Pemerintah dengan sasaran pembangunan dan RB sesuai dengan sasaran RB Pusat kebijakan
Pusat nasional pembangunan nasional berdasarkan Program PAN

evaluasi Deputi Program RB dan RB Pusat

+« Tipe Penghitungan : Non kumulatif
« Sumber data: Laporan kegiatan Asdep

II pada Deputi Bidang Program dan RB
2 | Persentase KfL yang telah « Formulasi Penghitungan: (Jumlah
menyampalkan usulan Kementerian/Lembaga yang telah
reformasi birokrasi sesual menyampaikan usulan reformasi  sesuai
kebijakan RB Nasional kebijakan nasional secara formal dan
lengkap berdasarkan penilaian Deputi
bidang Program dan RE) / (Jumlah
Kementerian/Lembaga) x 100%

= Tipe Penghitungan : Kumulatif
« Sumber data: Laporan Deputl bidang

Program dan BB
3 | Jumlah E/L yang mengikuti * Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
FORTEKPAN Jumiah K/L yang mengikuti FORTEKPAN
setiap tahun;

B Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
« Sumber data: Laporan kegiatan Asdep
11 pada Deputi Bidang Program dan RB




Lampiran 2
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Per:'ve:nl;ase ins'ﬂnsi v'ang - anmﬂnl P-ulghlhlngal'l.‘ {Jumlah

menerima sosialisasi Kementerian/Lembaga yang telah
disasialisasi)  (Jumlah
Kementerian/Lembaga ) x 100%;

« Tipe Penghitungan ; Kumulatif;

+ Sumber data: Laporan Keglatan Asdep

11 pada Deputi Bidang Program RB
5 | Persentase instansi yang « Formulasi Penghitungan: (Jumlah
menerima asistenasi Kementerian/Lembaga yang telah

diasistensi) / {Jumiah
Kementerian/Lembaga ) x 100%;

= Tipe Penghitungan : Kumulatif;

+ Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep

Il Deputi bidang Program RB
III. | Meningkatnya 1. | Jumlah Pemda yang « Formulasi Penghitungan: Jumiah Koordinasi | Asisten Deputi
efektifitas koordinasi melaksanakan kebijakan Pemda Prov/Kab/Kota yang telah Pelaksanaan Koordinasi
kebijakan PAN dan Program PAN dan RB sesual melaksanakan kebijakan Program PAN Kebijakan PAN dan Pelaksanaan
RB pada Pemerintah dengan Sasaran pembangunan dan RB sesuai dengan sasaran RB Daerah kebijakan
Daerah nasional pembangunan nasional berdasarkan Program PAN
evaluasi Deputi Program  dan RB dan RE Daerah

= Tipe Penghitungan : Non kumulatif
» Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep

I pada Deputi Program dan RB
2. | Jumlah Pemda yang mengikuti | « Formulasl Penghitungan: Jumlah
FORKOMPANDA Pemda Prov/Kab/Kota yang mengikuti
FORKOMPANDA

« Tipe Penghitungan : Non kumulatif
= Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep
[T pada Deputi Program dan RB




Persentase instansi dnem‘h
yang menerma sosialisasi

. Furmulaml Penghitungan: {.'lumlah
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Pemda Prov/Kab/Kota yang telah
disosialisasi) / (Jumiah Pemda
Prov/Kab/Kota) x 100%;

Tipe Penghitungan : kumulatif:
Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep
III pada Deputi Bidang Program dan RB

Persentase instansi yang
menerima asistensi

Formulasi Penghitungan: (Jumiah
Jumiah Pemda Prov/Kab/Kota yang telah
diasistensi) / (Jumlah Pemda
Prov/Kab/Kota) x 100%;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif
Sumber data: Laporan Kegiatan Asdep
111 pada Deputi Program dan RB

Indonesia

Meningkatnya
efektifitas
pemantauan dan
evaluasi kebijakan
PAN dan RB pada
Pemerintah Pusat

Pedoman monitoring dan
evaluasi PAN dan RB Pusat
dan Daerah

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumiah pedoman monitoring dan evaluasi
PAN dan RB Pusat dan Daerah yang telah
disusun dan ditetapkan ;

Tipe Penghltungan : Non kumulatif;
Sumber data : Laporan Kegiatan

Asdep IV pada Deputi Bidang Program
dan RB

Jumiah K/L yang dimonitor
dan dievaluasi

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumlah Kementerian/Lembaga yang telah
dimonitor dan dievaluasi;

Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
Sumber data : Laporan kegiatan money
Asdep IV pada Deputi Bidang Program
dan RB

Pelaksanaan
Pemantauan dan
Evaluasi Program
PAN dan RB Pusat

Asisten Deputi
Pemantauan
dan Evaluasi

Program PAN
dan RB Pusat




;Ei:‘..-‘i-’.-gl, IJ“J"JL] 'J- =1

mas
3. | Prosentase KL yang diolah
sesual hasil monitoring dan
evaluasi oleh Tim Quality
ASsUrance

Furmullll Plnghi'hlng'ln. {Jumlah
Kementerian/Lembaga yang laporan
monitoring dan evaluasi nya oleh Tim
Gualty Assurance telah diclah) / (Jumlah
Kementerian/Lembaga yang dimonitor
dan evaluasi oleh Tim Qualiy Assurance)
¥100%;
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Tipe Penghitungan : Kumulatif ;
Sumber data: Laporan keglatan money

Asdep IV pada Deputi Bidang Program
dan RB

4. | Laporan monitoring dan
evaluasi Program PAN dan RB
Pusat

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumiah Laporan monitoring dan evaluasi
Program PAN dan RB Pusat yang terbit;

Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
Sumber data : Laporan kegiatan
monev Asdep 1V pada Deputi Bidang
Program dan RB

V.

Meningkatnya

pemantauan dan
evaluasi kebijakan
PAN dan RB pada
Pemerintah Daerah

1. | Jumlah provinsi yang dimonitor
dan dievaluasi

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumilah Provinsl yang telah dimonitor dan
dievaluasi.

Tipe Penghitungan : Non kumulatif

Sumber data ; Laporan keglatan
monev Asdep V pada Deputi Bidang
Program dan BB

Pelaksanaan
Pemantauan dan
Evaluasi Program
PAMN dan RB Daerah

Asisten Deputi

Pamantauan
dan Evaluasi
Program PAN
dan RE Daerah
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2. | Jumilah kabupaten/kota yang | « Formulasi Penghitungan :

dimonitor dan dievaluasi Berdasarkan Jumiah Kabupaten/Kota
vang telah dimonitor dan dievaluasi;

« Tipe Penghitungan : Non kumulatif;

« Sumber data : Laporan keglatan monev

.'::
o bl gl iy wE

Asdep V pada Deputi Bidang Program dan
RB
3. | Prosentase Prov/Kab/Kota « Formulasi Penghitungan: (Jumlah
yang diolah sesuai hasil Prov/Kab/Kota yang laporan monitoring
monitoring dan evaluasi Tim dan evaluasinya oleh Tim Qualty
CQuality Assurance Assurance telah diclah) / (Jumilah
Kementerian/Lembaga yang dimonitor
dan evaluasi oleh Tim Quality
Assurance) x100%;

+ Tipe Penghitungan : Kumulatif;
« Sumber data: Laporan kegiatan maney

Asdep V pada Deputi Bidang Program dan
RB
4. | Laporan monitoring dan + Formulasi Penghitungan :
evaluasi Program PAN dan RB Berdasarkan Jumilah Laporan monitoring
Pusat dan evaluasi Program PAN dan RB
Daerah yang terbit;

« Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;

« Sumber data : Laporan kegiatan monev
Azdep VW pada Deputi Bidang Program
dan RB
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1.
2,
3.

4,
'1=|.

Mama unit Organisasi :

Tugas
Fungsi

a, penylapan perumusan lcebtlahan di bidang kelembagaan pemerintahan;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan pemerintahan;

Deputi Bidang Kelembagaan
menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan

Lampiran 3
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€. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang kelembagaan pemerintahan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Indikator Kinerja Utama Eselon I

l'at'?‘r --_l; ]-— |r| [ls

J.I--.u_tr_. L é gl 3 W _.-r".'._.
Terwujudnya organisasi
pemerintah yang

proporsional, efeldtif dan
efisien

PP, Perpres, Per. Men, PAN
dan RB)

,____.. F—

P i.- k ".:.:n:'.::lﬂ.ﬁ "".u.n"*" =

| Iaﬂ ngl'tlh.mg-ln jumiah Peraturan/

Kebijakan di bidang kelembagaan [seperti U, PP,
Perpres, Per. Men. PAN dan RB) yang diterbitkan;
Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
lingkungan
Kementerian/Lembaga yang
telah tertata organisasi dan
tata kerjanya

Formulasi Penghitungan: (Jumlah unit organisasi di
lingkungan Kementerian/Lembaga yang struktur
organisasi dan tata kerjanya telah tertata berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit
organisasi di lingkungan Kementerian/Lembaga yang
akan ditata) x 100%;

Tipe Penghitungan : Kumulatif;

Sumber data : Deputi Bidang Kelembagaan

Jumilah kelembagaan Pemda
yang telah dipantau dan
dievaluasi organisas| dan tata

kerjanya

Formulasi Penghitungan : Jumiah Pemerintah
Daerah yang telah dipantau dan dievaluasi organisasi

dan tata kerjanya;
Tipe Penghitungan : kumulatif;
Sumber data : Deputl Bidang Kelembagaan
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5. Indikator lf.lnu:h Utama Eselon II

i P s T T
s || IndikatorKinera Utama « |+ sed 5 U7 Penjela

B T &_;:-L, 1.-4-'..”.». kol s

Rl 3 H ; oo b e g ...h-ll..lﬂ‘.ll'.\_u__ '_.! P
I Terwujudnya 1. | Jumiah Peratumn Kebijahan « Formulasi Fenglimnnan : Jumiah Pengembangan Asisten Deputi
perumusan kebijakan dibidang kelembagaan (seperti Peraturan/Kebijakan di bidang kelembagaan | Kebijakan dan Perumusan
dan program di Uu, PP, Perpres, Per. Men, (seperti UL, PP, Perpres, Per. Men. PAN dan | Evaluasi Program Kebijakan
bidang kelembagaan PAN dan RB) RB) yang diterbitkan; Kelembagaan Kelembagaan
yang komprehensif « Tipe Penghitungan : Non kumulatif
dan tepat susaran « Sumber data : Asdep I pada Deputi Bidang
Kelembagaan
2 | Persentase penyelesaian = Formula Penghitungan: (Jumlah tahapan
konsolidasi struktural dan hasil konsolidasi yang telah diselesaiakan) /
peningkatan kapasitas {Jumilah tahapan konsolidasi yang harus
kementerian PAN dan RB, BKN diselesaikan) x 100% ;
dan LAN + Tipe penghitungan: Kumulatif ;
+« Sumber data: Asdep 1
pada Deputi Bidang Kelembagaan
| 3 | persentase instansi pemerintah | » Formulasi Penghitungn: (Jumiah
yang telah menerapkan PPK- Organisasi Instansi Pemerintah yang telah
BLL yang telah tertata menerapkan PPE-BLU yang struktur
organisasi dan tata kerjanya organisasi dan tata kerjanya telah tertata
' sesual dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target
tahunan Instans! Pemerintah yang
menerapkan PPE-BLU yang akan ditata ) x
100%;
» Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
+ Sumber data: Asdep | pada Deputi Bidang
I Kelembagaan




Persentase LNS yang telah
lertata organisasi dan tata
kerjanya
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Formulasi Penghitungan: {Jumlah
organisasi LNS yang struktur organisasi dan
tata kerjanya telah tertata sesual dengan
peraturan berdasarkan evaluasi
kelembagaan) [ (Jumiah target tahunan
organisasi LN5 yang akan ditata) x 100 %
Tipe penghitungan : Kumulatif ;

Sumber data: Asdep [ pada Deputi Bidang
Kelembagaan

i
o b T oy

Terwujudnya
kelembagaan
Polhukam yang
proporsional, efektif
dan efisien

Jumlah rekomendasi

perumusan kebijakan di bidang
kelermbagaan Polhukam

Formulasi Penghitungan : Jumlah
rekomendasi perumusan kebljakan di bidang
kelembagaan Polhukam ;

Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
Sumber data : Asdep II pada Depauti
Bidang Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
lingkungan Kementerian
Negara bidang Polhukam yang
telah tertata organisasi dan
tata kerjanya

Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit
organtsasi di lingkungan Kementerian
Negara bidang Polhukam yang struktur
organisasi dan tata kerjanya telah tertata
sesuaj dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target
tahunan unit organisasi di lingkungan
Kementerian Negara Bidang Polhukkam yang
akan ditata) x 100%

Tipe Penghitungan : Kumulatif ;

Sumber data: Asdep II pada Deputi Bidang
Kelembagaan

Pengembangan
Kebijakan,
Koordinasi dan
Evaluasi
Kelembagaan
Polhukam

Asisten Deputi
Kelembagaan

Politik, Hulkum
dan Keamanan




o | :'.'..'-E.":F.'iﬁi_-'.-. 1iJ|:J :._LJ._,Ju

RO ot -t e

Persentase unit kerja di
lingkungan LPNK bidang
Polhukam vang telah tertata
organisasi dan tata kerjanya
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. Fnrrmlu!l nghltungnn : {Jmntah unit
organisasi di lingkungan LPNK bidang
Polhukam yang struktur organisas| dan tata
kerjanya telah tertata sesuai dengan
peraturan berdasarkan evaluasi
kelembagaan) / (Jumilah target tahunan unit
organisasi di lingkungan LPNE bidang
Polhukam yang akan ditata) x 100%

« Tipe Penghitungan ; Kumulatif ;
« Sumber data: Asdep [l pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Persentase ofganisasi
Sekretariat Lembaga Negara
yang telah tertata organisasi
dan tata kerjanya

« Formulasi Penghitungan : (Jumlah
organisasi Sekretariat Lembaga Negara yang
struktur organisasi dan tata kerjanya telah
tertata sesuai dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target
tahunan organisasi Sekretariat Lembaga
Megara yang akan ditata) x 100%

« Tipe Penghitungan : Kumulatif;

= Sumber data: Asdep II pada Deputi Bidang
Kelermbagaan

Terwujudnya
kelembagaan
perekonomian I yang
proporsional, efelktif
dan efisien

L.

Jumlah rekomendasi
perumusan kebijakan di bidang
kelernbagaan Perekonomian I

—

« Formulasi Penghitungan : Jumlah
rekomendasi perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan Perskonomian I;

« Tipe Penghltungan : Non kumulatif;

» Sumber data : Asdep 111 pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Pengembangan
Kebijakan,
Koordinasi dan
Evaluasi
Kelambagaan
Perekonomian I

Asisten Deputi
Kelembagaan
Perekonomian I
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Persentase unit organisasi di
Lingkungan Kementerian

Megara bidang Perekonomian [

yang telah tertata organisasi
dan tata kerjanya

o Formutasi Penghiindan t CREnS UK.

organisasi di lingkungan Kementerian
Negara bidang Perekonomian [ yang struktur
organisas! dan tata kerjanya telah tertata
sesual dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumilah target
tahunan unit organisasi di lingkungan
Kementerian Negara Bidang Perekonomian I
yang akan ditata) x 100%;

Tipe Penghitungan : Kumulatif;

Sumber data: Asdep 111 pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
lingkungan LPNK bidang
Perekonomian [ yang telah
tertata organisasi dan tata

kerfanya

Formulasi Penghitungan : (Jumilah unit
organisasi di lingkungan LPNK bidang
Perekonomian I yang struktur crganisasi dan
tata kerjanya telah tertata sesuai dengan
peraturan berdasarkan evaluasi
kelernbagaan) [/ (Jumiah target tahunan unit
organisasi di lingkungan LPNK Bidang
Perekonomian yang akan ditata) x 100%;
Tipe Penghlitungan : KEumulatif

Sumber data: Asdep I11 pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Persentase Perwakilan BRI yang
telah tertata organisasi dan
tata kerjanya

Formulasi Penghitungan : {Jumlah
Lembaga Perwakilan RI bidang
Perekonomian yang struktur organisasi dan
tata kerjanya telah tertata sesual dengan
peraturan berdasarkan evaluasi
kelembagaan) / (Jumiah Lembaga
Perwakllan RI Bidang Perekonomian) x
100%:;
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Tipe Penghitungan : Kumulatif ;
= Sumber data : Asdep I1I pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Republik Indonesia

Jumilah rekomendasi

perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan Perekonomian IT

« Formulasi Penghitungan : Jumlah
rekomendas! perumusan kebifakan di bidang
kelembagaan Perekonomian 11

* Tipe Penghitungan : Non kumulatif;

» Sumber data : Asdep IV pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
Lingkungan Kementerian
Negara bidang Perekonomian
11 yang telah tertata organisasi
dan tata kerjanya

* Formulasi Penghitungan : (Jumiah unit
organisasi di lingkungan Kementerian Negara
Bidang Perekonomian IT yang struktur
organisasi dan tata kerjanya telah tertata
sesual dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumiah target
tahunan unit organisasi di lingkungan
Kementerian Negara Bidang Perekonomian 11
yang akan ditata) x 100%

= Tipe pﬂl‘lgh.l"l.'l.lﬂﬂ'l ¢ Kumulatif
» Sumber data: Asdep IV pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
lingkungan LPNK bidang
Perekonomian LI yang telah
tertata organisasi dan tata
kerjanya

* Formulasi Penghitungan : (Jumlah unit
organisasi di lingkungan LPNK Bidang
Perekonomian [1 yang struktur organisasi
dan tata kerjanya telah tertata sesuai
dengan peraturan berdasarkan evaluasi
kelembagaan) / (Jumlah target tahunan unit
organisasi di lingkungan LPNEK Bidang
Perekonomian 1T yang akan ditata) x 1009

Pengembangan
Kebljakan,
Koordinasi dan
Evaluasi
Kelembagaan
Perekonomian IT
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= Sumber data: Asdep IV pada Deputi
Bidang Kelembagaan

Terwujudnya
kelembagaan kesra

yang proporsional,
efektif dan efisien

Jumiah rekomendasi
perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan Kesejahteraan
Rakyat (Kesra)

Formulasi Penghitungan : Jumlah
rekomendasi perumusan kebijakan di bidang
kelembagaan Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
Tipe Penghitungan ; Non kumulatif

Sumber data : Asdep V pada Deputi Bidang
Kelembagaan

Persentase unit organisasi di
Lingkungan Kementerian
MNegara bidang Kesejahteraan
Rakyat (Kesra) yang telah
tertata organisasi dan tata
kerjanya

Formulasi Penghltungan : (Jumlah wnit
organisasl di lingkungan Kementerian
Negara Bidang Kesejahteraan Rakyat
(Kesra) yang struktur organisasi dan tata
kerjanya telah tertata sesuai dengan
peraturan berdasarkan evaluasi
kelembagaan) / (Jumlah target tahunan
unit organisasi di lingkungan Kementerian
Negara Bidang Kesefahteraan Rakyat
(Kesra) yang akan ditata) x 100%

« Tipe Penghitungan : Kumulatif
+« Sumber data: Asdep V pada Deputi Bidang

Kelembagaan

Pengembangan
Kebijakan,
Koordinasi dan
Evaluasi
Kelembagaan
Kesejahbteraan
Rakyat
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Persentas:e uni'l: nmanlmi :ﬂ
lingkungan LPN¥ bidang
Kesejahteraan Rakyat (Kesra)
yang telah tertata organisasi
dan tata kerjanya

« Formulasi Fenghﬂl.mgnn : { Jumniah unit

dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor Tahun 2011
Tanggal Oktober 2011

organisasi di lingkungan LPNK Bidang
Kesejahteraan Rakyat (Kesra) yang struktur
organisasi dan tata kerjanya telah tertata
sesuai dengan peraturan berdasarkan
evaluasi kelembagaan) / (Jumlah target
tahunan unit organisasi di lingkungan LPNK

Bidang Kesejahteraan Rakyat yang akan
ditata) x 100%

Tipe Penghitungan : Kumulatif;

Sumber data: Asdep V pada Deputi Bidang
Eelembagaan

Jumlah kelembagaan Pemda
yang telah dipantau dan
dievaluasi organisasi dan tata
kerjanya

Formulasi Penghitungan : Jumiah
Pemerintah Daerah yang telah dipantau dan
dievaluasi organisasi dan tata kerjanya;
Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
Sumber data : Asdep V pada Deputi Bidang
Kelembagaan
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Iv.

1. Nama Unit Organisasi ! Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur

2. Tugas :  menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur
3. Fungsi '

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang sumber daya manusia aparatur;

€. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang sumber daya manusia aparatur; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menter Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I

A L TN

I Terwujudnya SDM 1. | Jumiah Peraturan * Formulasi Penghitungan : jumiah Peraturan/ Kebijakan di | Deputi Bidang SDM

Aparatur yang profesional, Kebijakan dibidang SDM bidang SDM Aparatur (seperti UU, PP, Perpres, Per. Men, PAN | Aparatur
berkinerja ,akuntabel dan Aparatur (UU, PP, dan RB) yang diterbitkan;
sejahtera Perpres, Per. Men. PAN | .  Tipe Penghitungan : Non kumulatif;
dan RE) * Sumber data : Deputi Bidang SDM Aparatur
2. | Persentase peningkatan | « Formulasi Penghitungan: Persentase kenaikan gaji PNS per
penghasilan PNS tahun yang ditetapkan berdasarkan dengan Keputusan
berdasarkan hasil Presiden ;
analisis dikaitkan * Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
dengan tinghat inflasl | | g umber data: Deputl Bidang SOM Aparatur
3. | Jumiah instansl » Formulasi Penghitungan: Jumiah instansi pemerintah yang
pemerintah yang telah menyusun perencanaan kebutuhan pegawai dan

MENYLUSUN perencanaan penataan PNS sesual ketentuan

kebutuhan pegawal dan | , Tipe Penghitungan: Non Kumulatif ;

E:an PNSsesusl | o sumber data: Laporan Hasil Monftoring dan Evaluasi Deputi
Bidang 5DM Aparatur
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Kemente.'haga dan
menegakkan disiplin Pemda yang telah disosialisasikan dan menerapkan penegakan
sesuai aturan disiplin sesuai PP 53/2010) / {Kementerian/Lembaga dan

Pemda) x 100% ;
+ Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
= Sumber data: Laporan Hasil Monltoring dan Evaluasi Deputi

Bidang SDM Aparatur
5. | Persentase instansi = Formulasi Penghitungan: (Jumlah Kementerian/Lembaga
pemerintah yang yang telah melakukan penataan jabatan PNS) / (Jumiah
melakukan penataan Kementerian/Lembaga) x 1009% ;
jabatan PNS = Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
* Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan evaluasi Deputi
Bidang SDM Aparatur
6. | Jumiah instansi « Formulasl Penghitungan: Jumiah Instansi pemerintah yang
pemerintah yang telah telah melakukan pemeringkatan jabatan (evaluasi jabatan);
melakukan « Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

pemeringkatan jabatan | Sumber data: Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Deputi

Bidang SDM Aparatur
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Indikator Kinerja Utama Eselon II

perencanaan,
evaluasl dan
pengelolaan data
SDM aparatur

(e L) UGS TE Y DT LS5
X ) 1 |

Meningkatnya hasil

Sar)pgt

Jumilah peraturan/kebijakan
dibidang SDM Aparatur

Formulasi Penghitungan : Jumiah

Lampiran 4
Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokras! Republik Indonesia

Nomor 43 Tahun 2011
Tanggal f4 Oktober 2011

el [aEEST

Peraturan [Kebijakan SDM Aparatur yang
ditetapkan;

Tipe Penghitungan: Mon kumulatif;

Sumber data: Laporan Asdep | pada Deputi
Bidang SDM Aparatur

S R LR S

Pelaksanaan
Koordinasi dan
Evaluasi Sistem
Manajemen SDM
Aparatur

Jumiah peraturan/kebijakan
dibidang SDM Aparatur yang
dikoordinasikan dan dievaluasi

Formulasi Penghitungan : Jumlah

Peraturan /Kebijakan SOM Aparatur yang
dikoordinasikan dan dievaluasi

dan disempurnakan Tipe Penghltungan: Non kumulatif:
Sumber data: Laporan Asdep | pada Deputi
Bidang SDM Aparatur

Persentase tingkat Pendataan Formulasi Penghitungan: (Jumlah

tenaga honorer (Pendataan Instansi pemerintah yang tenaga honoremnya

Ulang Non PNS) telah selesaj terdata) / (Jumlah instansi

pemerintah) x 100%;
Tipe Penghitungan: Non kumulatif;

Sumber data: Laporan Money Asdep I pada
Deputi Bidang SOM Aparatur

Persentase tenaga honorer
yang telah didata dan
dilakukan verifikasi serta
validasi

Formulasi Penghitungan: (Jumlah tenaga
honorer yang telah didata dan dilakukan
verifikasi serta validasi) / (Jumilah tenaga
honorer) x 100%;

Tipa Penghitungan : Non kumulatif:

Sumber data: Laporan Monev Asdep [ pada
Deputi Bidang SDM Aparatur

Asisten Deputi

Koordinasi dan
Evaluasi Sistem
Manajemen
SDM Aparatur




. | Persentase instansi yang
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melakukan implementasi
sistern Database SDM Aparatur

Lampiran 4

Peraturan Menter Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasl Republik Indonesia
Nomor 43 Tahun 2011
Tanggal A4 Oktober 2011

Formulasi Penghitungan: (Jumlah
instansl pemerintah yang telah
mengimplementasikan sistem Database SDM
Aparatur) / (Jumilah Instansi pemerintah) x
100%;

Tipe Penghitungan: Kumulatif:

Sumber data: Laporan Monev Asdep [ pada
Deputi Bidang SDM Aparatur

Jumilah instansi pemerintah

Formulasi Penghitungan: Jumilah instansi

yang telah dievaluasi dakam pemerintah yang telah dievaluasi dalam
pelaksanaan kebijakan SDM pelaksanaan kebijakan SDOM Aparatur
Aparatur Tipe Penghitungan: non Kumulatif:
Sumber data: Laporan Monev Asdep 1 pada
Deputi Bidang SDM Aparatur
Terwujudnya Jumlah  peraturan/kebijakan Formulasi Penghitungan : Jumlah Pengembangan Asisten Deputi
perencanaan dan dibidang SOM Aparatur Peraturan/Kebijakan SDM Aparatur bidang Kebijakan Perancanaan
pengadaan SDM perencanaan SDM Aparatur yang ditetapkan; | Perencanaan dan | SDM Aparatur
:Pﬂ":n'fulf yang Ef':“ﬁf Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; :Eﬂﬂadaaﬂ SDM
an efisien sesua ¢ paratur
kebutuhan organisasi Sumber data: Laporan Asdep 11 pada

Deputi Bidang SDM Aparatur

Jumlah dokumen penetapan
formasi dan laporan hasil
evaluasi formasi setiap tahun

Formulasi Penghitungan : Jumlah
dukumen penetapan formasi yang telah
ditetapkan dan laporan hasil evaluasi
formasi;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif:
Sumber data: Laporan Monev Asdep 11
pada Deputi Bidang SODM Aparatur




Nl Katieineciam G m

yang mengirimkan data usulan
formasi PNS dan dokumen
penghitungan kebutuhan PNS
secara akurat dan benar

Persentase instansi pemerintah

Lampiran 4

Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
HWomor &7 Tahun 2011
Tanggal R4 Oldober 2011

Formulasi Penghitungan: (Jumilah
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
telah mengirimkan data usulan formasi PNS
dan dokumen penghitungan kebutuhan PNS
secara akurat dan benar) / (Jumlah
Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ;
Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Monev Asdep 11
Deputi SOM Aparatur

Terwujudnya
pengembangan karir
SDM aparatur yang
fair dan akuntabel

Jumlah peraturan/kebijakan
dibidang 5DM Aparatur

Formulasi Penghitungan : Jumlah
Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur bidang
pengembangan karir SDM Aparatur yang
ditetaphan ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif :
Sumber data: Laporan Asdep 111 pada
Deputi Bidang SDM Aparatur

Persentase instansi yang
menerapkan kebijakan Sasaran
Kinerja Pegawal [SKP)

Formulasi Penghitungan: (Jumiah
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
telah menerapkan SKP dalam pengukuran
kinerja pegawal) / (Jumilah
Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100%:
Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

Sumber data: Laporan Monev Asdep 111
pada Deputi Bidang SDM Aparatur

e

Persentase instansi pemerintah
vang melakukan penataan
jabatan PNS

Formulasi Penghitungan: (Jumlah
Kementerian/Lembaga yang telah melakukan
penataan jabatan PNS] / (Jumlah
Kementerian/Lembaga) x 100% ;

Tipe Penghitungan: Kumulatif :

Sumber data: Laporan Hasil Monitoring

dan evaluasi Deputi Bidang SDM Aparatur

Pengembangan
Kebijakan
Pemantapan
Pengembangan
SDM Aparatur

Asisten Deputi
FPengembangan
S5DM Aparatur




Terwujudnya
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Jumiah peraturan/kebijakan
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= -_||;‘.:l.. =T

Formulasi Penghitungan : Jumilah

{eglatar
._."'II_ -

ngembangan
penegakan integritas dibidang SDM Aparatur Peraturan /Kebijakan SDM Aparatur bidang | Kebijakan Penegakan
SDM aparatur yang penegakan integritas SDM Aparatur yang Penegakan Integritas SDM
fair dan akuntabel ditetapkan ; Integritas SDM Aparatur
Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Aparatur
Sumber data: Laporan Asdep IV pada
Deputi Bidang SOM Aparatur
Persentase penurunan tingkat Formulasi Penghitungan: (Jumlah
pelanggaran disiplin PNS pelanggaran disiplin PNS tahun ini — jumlah
pelanggaran disiplin PNS tahun lalu)/
(Jumlah pelanggaran disiplin PNS tahun lalu)
X 100%: ;
Tipe Penghitungan: Mon kumnulatif
Sumber data: Laporan Monev Asdep TV
pada Deputi Bidang SOM Aparatur
V. Terwujudnya Jumlah peraturan/kebijakan Formulasi Penghitungan : Jumlah Pengembangan Asisten Deputi
kesejahteraan SDM dibidang SDM Aparatur Peraturan /Kebijakan SOM Aparatur bidang | Kebijakan Kesejahteraan
aparatur yang fair kesejahteraan SDM Aparatur yang Kesejahteraan SDM Aparatur
dan akuntabel diterbitkan ; SDM Aparatur

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

Sumber data: Laporan Asdep V pada
Deputi Bidang SDM Aparatur

Jumlah dokumen laporan hasil
analisis kebljakan peningkatan
penghasilan PNS

Formulasi Penghitungan: Jumlah
dokumen laporan hasil analisis kebijakan

peningkatan penghasilan PNS ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif:
Sumber data: Laporan Asdep V pada
Deputi Bidang 5DM Aparatur




Lampiran 4

Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokrasi Republik Indomnesia
Nomor 47 Tahun 2011

Tanggal 24 Oktober 2011

=Ry e alelligzlaed- o lniSn o Miwian

= 10 A S

. | Persentase tingkat penyusunan Formulasi Penghitungan: (Jumlah

Standarisasi Peringkat Jabatan standar peringkat jenis jabatan PNS yang

bagi PNS telah tersusun/ Jumiah standar peringkat
jenis jabatan PNS yang seharusnya
disusun) x 100%;

« Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

= Sumber data: Laporan Monev Asdep V
pada Deputi Bidang SDM Aparatur

4. | Jumiah instansi pemerintah « [Formulasi Penghitungan: Jumilah instansi

yang telah melakukan pemerintah yang telah melakukan

pemeringkatan jabatan pemeningkatan jabatan (evaluasi jabatan):

= Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

= Sumber data: Laporan Hasil Monitoring
dan Evaluasi Deputi Bidang SDM Aparatur

5. | Persentase instansi yang = Formulasi Penghitungan: (Jumlah
menyusun informasi jabatan Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
dalam rangka penyusunan telah menyusun informasi jabatan dalam
sistem remunerasi berdasarkan rangka penyusunan sistem remunerasi
mert system berdasarkan merit system) / (Jumlah

Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% :
» Tipa Penghitungan: Kumulatif ;
s Sumber data: Laporan Maonev Asdep V
pada Deputi Bidang SDM Aparatur




Lampiran 5
Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara
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V.

. Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Tatalaksana
2. Tugas : menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang tata laksana
3. Fungsl :

a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan;

c. pemantauan, analisks, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang ketatalaksanaan pemerintahan; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan cleh Menteri Negara PAN dan RE.

i - | =IndikatorKinera'tama "t SR ag SR = Penjelasarth S T N ;
L Terwujudnya 1. | Jumiah peraturan/kebijakan * Formulasi Penghitungan: Jumliah Peraturan Deputi Bidang Tata
penyelenggaraan tata dibidang ketatalaksanaan Kebijakan di bidang Tata laksana (UU, PP, Perpres, Per. | Laksana
laksana pemerintah yang Men. PAN dan RB) yang diterbitian;
efisien, efektif dan « Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
akuntabel * Sumber data: Sekretariat Deputi Bidang Tata Laksana
2. | Persentase instansi pemerintah | «» Formulasl Penghitungan: {Jumlah

pusat yang melakukan Kementerian/Lembaga yang telah melakukan penataan

penataan ketatalaksanaan ketatalaksanaan dengan baik) / (Jumiah

dengan baik Kementerian/Lembaga ) x 100% ;

« Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
« Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputi Bidang

Tata laksana
3. | Persentase instansi pemerintah | « Formulasi Penghitungan: (Jumlah Pemda yang
daerah yang melakukan telah melakukan penataan ketatalaksanaan dengan
penataan ketatalaksanaan baik) / (Jumiah Pernda) x 100% ;
dengan baik « Tipe penghitungan: Kumulatif ;

« Sumber data: Laporan hasil Evaluasi Deputi Bidang
Tata laksana
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5. Indikator Kinerja Utama Eselon IT

1. | Jumiah peraturan/kebijakan di
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Formulasi Penghitungan : Berdasarkan

Meningkatnya Pengembangan Asisten Deputi
efektifitas bidang Tata Laksana atas Jumlah Peraturan /Kebijakan bidang Kebijakan, Tata Hubungan
pelaksanaan tata tata laksana (LU, PP, Perpres, Per. Men. PAN | koordinasl dan Penyelenggaraan
hubungan dan RB) yang diterbitkan ; Evaluasi Tata Pemerintahan
penyelenggaraan Tipe Penghltungan: Non kumulatif ; Hubungan
pemerintahan Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep | Penyelenggaraan
I pada Deputi Bidang Tata Laksana Pemerintahan
2 | Persentase instansi pemerintah Formulasl Penghitungan: [Jumkah
yang melaksanakan penataan Kementerian /Lembaga dan Pemda yang
tata hubungan melaksanakan tata hubungan) / (Jumiah
Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100%;
Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
Sumber data: Laporan hasil Monitoring dan
Evaluasi Asdep I pada Deputi Bidang Tata
Lakzana
II | Meningkatnya 1. | Jumiah peraturan/kebijakan di Formulasi Penghitungan : Berdasarkan | Pengembangan Asisten Deputi
efektifitas bidang administrasi umum atas Jumiah Peraturan /pedoman di bidang | Kebijakan, Pengembangan
pelaksanaan tata administrasi umum yang diterbitkan ; koordinasi dan Sistem
laksana administrasi Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Evaluasi Tata Administrasi
umum Sumber data: Laporan hasil keglatan Asdep | Laksana Umum
Il pada Deputi Bidang Tata Laksana TMiM Pemerintahan
mum

2. | Persentase instans| pemerintah
| yang menerapkan

. Peraturan/kebijakan /pedoman
di bidang administrasi umum

Formulasi Penghitungan: [Jumilah
Kementerian /Lembaga dan Pemda yang
telah menerapkan Peraturan/kebijakan
{pedoman di bidang administrasi umum) /
{Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pemda)
bl IEH‘J% i
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« Tipe Pulghlnn:n Huulaljf

= Sumber data: Laporan hasil Monitoring dan |

Kementerian /Lembaga dan Pemda) x
100% ;
= Tipe Penghitungan: Kumulatif;

Evaluasi Asdep I1 pada Deputi Bidang Tata
Laksana
3. | Persentase instansi pemerintah | « Formulasi Penghitungan: (Jumilah
yang diberi sosialisas] Kementerian /Lembaga dan Pemda yang
Peraturan/kebijakan /pedoman diberikan sosialisasi Peraturan/kebijakan
di bidang administrasi umum {pedoman di bidang administrasi umum) /
(Jumlah Kementerian /Lembaga dan Pernda)
x 100%:;
+ Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
= Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep
II pada Deputi Bidang Tata Laksana
III | Meningkatnya 1. | Jumilah peraturan/kebijakan di | « Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Pengembangan Asisten Deputi
efektifitas dan bidang tata laksana sarana atas Jumlah Peraturan /pedoman di bidang | Kebljakan, Standardisasi
efisiensi penggunaan dan prasarana kerja aparatur tata laksana sarana dan prasarana kerja koordinasi dan Sarana dan
sarana dan prasarana aparatur yang diterbitkan ; Evaluasi Prasarana
aparatur « Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Standardisasi
« Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep | Sarana dan
111 pada Deputi Bidang Tata Laksana Prasarana
2. | Persentase instansi pemerintah | » Formulasi Penghitungan: (Jumiah
yang menerapkan Kementerian /Lembaga dan Pemda yang
Peraturan/kebijakan /pedoman telah menerapkan Peraturan/kebijakan
di bidang tata laksana sarana fpedoman di bidang tata laksana sarana dan
dan prasarana kerja aparatur prasarana kerja aparatur) [ (Jumiah
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« Sumber data: Laporan hasil Mmrtnrlng dan
Evaluasi Asdep III pada Deputi Bidang Tata
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Laksana
3. | Persentase instansi pemerintah | « Formulasi Penghitungan: (Jumlah
yang diberi sosialisasi Kementerian /Lembaga dan Pemda yang
Peraturan/kebijakan /pedoman diberikan sosialisasi Peraturan/kebijakan
di bidang tata laksana sarana fpedoman di bidang tata laksana sarana dan
dan prasarana kerja aparatur prasarana kerja aparatur) / {Jumiah

Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100%;
+« Tipe Penghitungan: kumulatf ;
» Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep

111 pada Deputi Bidang Tata Laksana
v Meningkatnya 1. | Jumiah peraturan/kebijakan di | « Formulasi Penghitungan : Berdasarkan Pengembangan Asisten Deputi
efektifitas bidang penataan sistemn dan atas Jumlah Peraturan /pedoman di bidang Kebijakan, Pengembangan
pelaksanaan prosedur pemerintahan penataan sistem dan prosedur pemerintahan | koordinasi dan Sistem dan
prosedur yang diterbitkan ; Evaluasl Sistem Prosedur
« Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep Pamarintahan
IV pada Deputi Bidang Tata Laksana
2. | Persentase instansi pemerintah | « Formulasi Penghitungan: { Jumlah
yang menerapkan S0P Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
telah menerapkan SOP } / (Jumizh

Kementerian /Lembaga dan Pemda) x 100%;
+« Tipe Penghitungan : Kumulatif ;
« Sumber data: Laporan hasil monitoring dan

evaluasi Asdep IV pada Deputi Bidang Tata
Laksana
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Persentase instansi pemerintah
yang melaksanakan penataan
sistemn dan prosedur
pemerintahan

Lamipiran 5
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Formulasi Penghitungan: ( Jumlah
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
melaksanakan penataan sistemn dan prosedur
pemerintahan) / (Jumlah Kementerian
JLembaga dan Pemda) x 100%6;

Tipe Penghitungan : Kumulatif ;

Sumber data: Laporan hasil monitoring dan
evaluasi Asdep IV pada Deputi Bidang Tata
Laksana

4 " e T 7

Bl e

Terwujudnya
perencanaan
pemantauan dan
evaluasi program
bidang Tata Laksana

Jumlah dokumen perencanaan
dan kebijakan yang disusun

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumiah dokumen perencanaan dan evaluasi
kebijakan yang diterbitkan;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif;
Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep
V pada Deputi Bidang Tata Laksana

Jumiah laporan hasil
pemantauan dan evaluasi
ketatalaksanaan pada instansi
pemerintah

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumiah laporan hasil pemantauan dan
evaluasi penerapan kebijakan;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif;
Sumber data: Laporan hasil keglatan Asdep
V pada Deputi Bidang Tata Laksana;

Koordinasi,
pemantauan dan
Evaluasi Program
Tata Laksana

Asisten Deputi
Pemantauan dan
Evaluasi
Ketatalaksanaan
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V1.

1. Nama Unit Organisasi : Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

2, Tugas ¢ menyiapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan
akuntabilitas aparatur

3. Fungsi :

3. penylapan perumusan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur;

b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur:

¢ pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pengawasan dan akuntabilitas aparatur; dan
d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I
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L Terwujudnya instansi 1. | Jumiah peraturan/kebijakan = Formulasi Penghitungan : Berdasarkan jumlah Deputi Bidang

pemerintah yang dibidang pengawasan dan Peraturan Kebljakan di bidang pengawasan dan Pengawasan dan
akuntabel dan berkinerja akuntabilitas akuntabilitas aparatur (UU, PP, Perpres, Per. Men. PAN | Akuntabilitas
tinggi dan RB) yang diterbitkan Aparatur

+ Tipe Penghitungan : Non kumulatif
Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan

dan Akuntabilitas Aparatur
4. | Persentase Instansi pemerintah | « Formulasl Penghitungan: ( Jumiah
yang menerapkan Sistem Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah
Akuntabilitas Kinerja sesual menerapkan SAKIP sesual aturan /  {Jumlah
aturan Kementerian/Lembaga dan Pemda yang dievaluasi ) x
1009 ;

F

= Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

* Sumber data: Laporan hasil monev AKIP Asdep IV dan
V pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas
Aparatur

=



yang akuntabilitas kinerjanya
baik

o STk i | Vel T O a2 it T
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= Formulasi Penghitungan : (Jumlah
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang akuntabilitas
kinerjanya baik / (Jumilah Kementerian/Lembaga dan
Pemda yang dievaluasi) x 100% ;

= Tipe Penghitungan: kumulatif ;

* Sumber data: Laporan hasil evaluasi AKIP Deputi
Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

. | Persentase Instansi peserta

model Isiand of Integrity yang

= Formulasi Penghitungan : (Jumlah Pemda peserta
model Isiand of Integrity yang dinilai berhasil) / (Jumiah
instansi pemerintah daerah peserta fsland of Integrity )
® 100% ;

= Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
= Sumber data: Laporan hasil monev pelaksanaan

program Island of Integrity Deputi Pengawasan dan
Akuntabilitas

. | Persentase instansi pemerintah

yang menyusun Indikator
Kinerja Litama (IKU)

* Formulasi Penghitungan: (Jumlah
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah memiliki
Indikator kineja utama organisasi secara formal) /
(Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ;

= Tipe Penghitungan: Kumulatif;
* Sumber data : Laporan hasil monev Asdep IV dan V

pada Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabllitas
Aparatur

. | Persentase LAKIP yang

* Formulasi Penghitungan : (Jumlah LAKIP
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah diterima /
{Jumiah Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% :

« Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

» Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan
dan Akuntabilitas




Persentase PK yang diterima

Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah diterima)
{ (Jumiah Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ;

* Tipe Penghitungan: Non kumulatf;

= Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur

Terwujudnya
penyelenggaraan
pengawasan intern
pemerintah yang
terintegrasi, efislen dan

Persentase instansi pemerintah
yang melaksanakan 5P[ sesual
dengan ketentuan

« Formulasi Penghitungan: (Jumiah
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang telah
melaksanakan SP1 sesual aturan /
(Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ;

» Tipe Penghltungan: Kumulatif ;

= Sumber data : Laporan hasil monev Asdep IT pada
Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Persentase jumilah temuan
yang ditindaklanjuti dalam
waktu satu tahumn

« Formulasi Penghitungan: (Jumlah temuan hasil

pemeriksaan BPK dan APIP pada Kementerian/Lembaga
yang telah ditindaklanjuti / (Jumlah temuan hasil

pemeriksaan BPK dan APIP pada Kementerian/Lembaga
dan Pemda) x 1009 ;

« Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

« Sumber data : Laporan hasil monev Asdep [I pada
Deputi Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Persentase laporan dumas
yang disalurkan dan telah
ditindaldanjuti oleh instansi

pemerintah

« Formulasi Penghitungan : (Jumiah laporan
pengaduan masyarakat yang telah disalurkan dan telah
ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga dan Pemda)
/ (Jumlah laporan pengaduan masyarakat yang diterima
Kementerian PAN dan RB) x 100% :

= Tipe Penghitungan ;: Non kurmulatif ;




Lampiran &

Tanggal 2 Ohtober 2011

+ Sumber data: La N Ry Asns TIF ide Deni

Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

yang melaksanakan dan

dievaluasi sesual pedoman

4, | Persentase instansi pemerintah

melaparkan Inpres Percepatan
Permberantasan Korupsi yang

Formulasi Penghitungan : (Jumilah
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang laporan
pelaksanaan Inpres percepatan pemberantasan
korupsinya telah dievaluasi ) / (Jumlah
Kementerian/Lembaga dan Pemda menyampaikan
laporan pelaksanaan Inpres percepatan pemberantasan

korupsinya ) x 100% ;
« Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;

* Sumber data: Laporan money Asdep [T Deputi

Bidang Pengawasan dan Akuntabilitas
5. Indikator Kinerja Utama Eselon IT
I:l'—"__ = " R T e g = i |
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I Huﬁnglt.lrl:lwn Jumlah peraturan/kebljakan di Formulasi F'lmghimngan Berdasarkan | Pengembangan Asisten Deputi
efektifitas sistem bidang akuntabilitas kinerja Jumiah Peraturan Kebijakan di bidang kebijakan Sistem | Pengembangan
pengawasan dan akuntabilitas kinerja  (UU, PP, Perpres, Per. | Pengawasan dan | Sistem
akuntabilitas kinerja Men. PAN dan RB) yang diterbitkan; Akuntabilitas Pengawasan dan
aparatur Tipe Penghitungan : Non kumulatif ; Kinerja Aparatur | Akuntabilitas
Sumber data ; Sekretariat Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabliitas Aparatur
. | Jumiah pedoman/modul / hasil Formulasi Penghitungan: Berdasarkan

kajian di bidang akuntabilitas
kinerja

Jumiah pedoman/modul/ hasll kajian bidang
akuntabilitas kinerja yang berhasil
diterbitkan ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif;




;—"'.u ."_j:._'.‘_ IL.‘_D

r. '|'I.

faUtama | = el S
+ Sumber data: Laporan hasﬂkeglatanﬁad&p |
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| pada Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Jumiah dokumen laporan

bidang Pengawasan  dan
akuntabilitas

« Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumilah dokumen laporan bidang
pengawasan dan akuntabilitas kinerja yang
berhasil diterbitkan ;

= Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

= Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep
I pada Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Meningkatnya
Kualitas dan
Implementasi Sistem
Pengendalian Intern
Pemerintah

. | Jumlah peraturan/kebijakan di

bidang pengawasan (UU, PP,
Perpres, Per, Men, PAN dan
RB) yang diterbitkan

= Formulasi Penghitungan : Berdasarkan
Jumiah Peraturan Kebijakan di bidang
pengawasan [UU, PP, Perpres, Per. Men.
PAN dan RB) yang diterbitkan;

« Tipe Penghitungan : Non kumulatif;

+ Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Persentase APIP yang
melaporkan hasil pengawasan

« Formulasi Penghitungan: (Jumlah APIP
Kementerian/Lembaga dan Pemnda yang
telah melaporkan hasil pengawasan sesual
aturan / (Jumiah APIP
Kementerian/Lembaga dan Pemda) x 100% ;

« Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

» Sumber data: Laporan hasil monev AKIP
Asdep 11 pada Deputi Bidang Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur

Pengembangan
Kebijakan,
Koordinasi, dan
Evaluasi Sistem
Fmgnmn
Intern Pemerintah

Asisten Deputi
Pengembangan

Pengawasan
Pemerintah
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Persentase instansi pemerintah
yang melaksanakan SPI sesuai
ketentuan

Formulasi Penghitungan: {Jumlah
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Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
telah melaksanakan SPI sesual aturan /
(Kementerian/Lembaga dan Pemda) x
100%:;

Tipe Penghitungan: Kumulatif;

Sumber data : Laporan hasil money Asdep

11 pada Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Persentase APIP vyang telah
melaksanakan pemantauan

TLHP Fungsional

Formulasi Penghitungan: (Jumlah APIP
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
telah melakukan pemantavan TLHP
Fungsional sesuai aturan [ [Jumlah APTP
Kementerian/Lembaga dan Pemda ) x 100%;

Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

Sumber data: Laporan hasil monev TLHP

Asdep 11 pada Deputi Bidang Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur

Meningkatnya
efektifitas
pencegahan korupsi
dan pengaduan
masyarakat

Jumiah peraturan/kebijakan di

bidang pengawasan
{pemberantasan korupsi dan

pengawasan masyarakat)

Formulasi Penghitungan : Berdasarkan
Jumilah Peraturan Kebijakan di bidang
pengawasan masyarakat (UU, PP, Perpres,
Per, Men. PAN dan RE) yang diterbitkan
Tipe Penghltungan : Mon kumulatif

Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Pengembangan
Kebijakan,
Koordinasi, dan
Evaluasi
Pengawasan
Masyarakat dan
Pemberantasan
Korupsi

Asisten Deputi
Pengawasan
Masyarakat dan

Pemberantasan




:| melaporkan Inpres Percepatan

Pemberantasan Korupsi yang
dievaluasi sesual pedoman
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« Formulasi lah
Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
laporan pelaksanaan Inpres percepatan
pemberantasan korupsinya telah dievaluasi )
{ (Jumiah Kementerian/Lembaga dan Pemda
menyampalkan laporan pelaksanaan Inpres
percepatan pemberantasan korupsinya ) x
100%;

« Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;

= Sumber data: Laporan money Asdep 111

pada Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Persentase laporan dumas
yvang disalurkan dan telah
ditindaklanjuti oleh instansi

pemerintah

« Formulasi Penghitungan : (Jumlah
laporan pengaduan masyarakat vang telah
disalurkan dan telah ditindaklanjuti cleh
Kementerian/Lembaga dan Pemda)/ (Jumlah
laporan pengaduan masyarakat yang
diterima Kementerian PAN dan RB) x 100% :

« Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;

» Sumber data: Laporan monev Asdep [11
pada Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Persentase instansi peserta
model Island of Integrty yang
berhasil

= Formulasi Penghitungan : (Jumlah
Pemda peserta model [siand of [ntegrity
yang dinilai berhasil) / (Jumiah instansi
pemerintah daerah peserta [sland of
Integnity ) x 100% ;

« Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
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= Sumber data: Laporan Hasil Money
pelaksanaan program Island of Integrity
Asdep 11 pada Deputi Bidang Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur
IV. | Meningkatnya Penerbitan Laporan Kinerja Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Pelaksanaan Asisten Deputi
akuntabilitas kinerja Pemerintah Pusat (LKJPP) Lapaoran Kinerfa Pemerintah Pusat (LKIPP) Pemantauan dan | Pemantauan dan
aparatur Pemerintah vang diterbitkan dan disampalkan pada evaluasi evaluasi
pusat Kementerian Keuangan ; Akuntabilitas Akuntabilitas
Tipe Penghitungan: Non kumulatif ; Kinerja Aparatur | Kinerja Aparatur
Sumiber data; Laporan keglatan Asdeptv | Pemesintah Pusat m“““
pada Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Persentase instansi pemerintah
pusat yang akuntabilitas
kinerjanya balk

Formulasi Penghitungan : (Jumlah
Kementerian/Lembaga yang akuntabilitas
kinerjanya baik) / {Jumlah
Kementerian/Lembaga yang dievaluasi) x
100%;

Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
Sumber data: Laporan hasil evaluasi AKIP
Kementerian/Lembaga Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Persentase instansi
pemerintah pusat yang
mienyusun TKL

Formulasi Penghitungan: (Jumlah
Kementerian/Lembaga yang telah memiliki
Indikator kineja utama organisasi secara
formal / (Jumiah Kementerian/Lembaga ) x
100% ;

Tipe Penghitungan: Kumulatif;
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« Sumber data : Laporan monev Asdep IV
pada Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Persentase LAKIP Pusat yang
diterima

» Formulasi Penghitungan : (Jumilah LAKIP
Pusat Kementerian/Lembaga yang telah
diterima / [Jumiah Kementerian/Lembaga ) x
100% ;

« Tipe Penghitungan: Non kumulatif
« Sumber data : Laporan monev Asdep IV

pada Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Perzentase PE Instansi

pemerintah pusat yang
diterima

* Formulasi Penghitungan : (Jumlah PK
Instansi pemerintah pusat yang telah
diterima) / (Jumlah Kementerian/Lembaga )
x 100% ;

» Tipe Penghitungan: Non kumulatif
» Sumber data : Laporan monev Asdep IV

pada Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Meningkatnya
akuntabilitas kinerja
aparabtur Pemerintah
daerah

Persentase instansi yang
menerapkan sistem
akuntabilitas kinerja

* Formulasi Penghitungan: (Jumlah
Pemda Prov, Kab, Kota yang telah
menerapkan SAKIP sesuai aturan / (Jumlah
Pemda yang dievaluasi ) x 100% ;

+ Tipe Penghitungan: Kumulatif ;

« Sumber data: Laporan hasil monev Asdep

V pada Deputi Bidang Pengawasan dan
Akuntabilitas Aparatur

Pelaksanaan
Pemantauan dan
evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja Aparatur
Pemerintah
Daerah

Asisten Deputi
Pemantauan dan
evaluasi
Akuntabilitas
Kinerja Aparatur
Pemerintah
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Imﬂ nghﬂ:unnnm {.'fumtah Pemda
Prov, Kab, Kola yang telah memiliki Indikator
kineja utama organisasi secara formal /
(jumlah Pemda) x 100% ;
Tipe Penghitungan: Kumulatif ;
Sumber data : Laporan hasil manev

Asdep V pada Deputi Bidang Pengawasan
dan Akuntabilitas Aparatur

Persentase LAKIP yang
diterima

Formulasi Penghitungan : (Jumlah LAKIP
Pemda Prov, Kab, Kota yang telah diterima /
{Jumlah Pemda) x 1009 ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif
Sumber data ; Sekretariat Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur

Persentase PE yang diterima

Formulasi Penghitungan : (Jumlah PK
Pemda Prov, Kab, Kota yang telah diterima)
/ (Jumiah Pemda Prov, Kab, Kota ) x 100% ;

Tipa Penghitungan: Non kumulatif
Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang
Pengawasan dan Akuntabilitas Aparatur
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Mama unit Organisasi
Tugas

Fungsi H
penyiapan dan perumusan kebifakan di bidang pelayanan publik;
b. koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik;
¢. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang masalah atau kegiatan di bidang pelayanan publik; dan
d. pelaksanaan tugas yang diberikan oleh Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasl.

4. Indikator Kinerja Utama Eselon I

Sasaranisirategis
Terwujudnya kualitas
pelayanan publik prima,
cepat, pasti, murah,

transparan, adil, patut dan
memuaskan

L O R T

Deputi Bidang Pelayanan Publik
menylapkan perumusan kebijakan dan koordinasi pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan publik

ALEEs B LT
Jumiah peraturan/kebijakan
dibidang pelayanan publik
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Formulasl Penghitungan : Berdasarkan
Jumiah Peraturan Kebijakan di bidang
pelayanan publik (UU, PP, Perpres, Per. Men.
PAN dan RB) yang diterbitian

Tipe Penghitungan : non kumulatif
Sumber data : Sekretariat Deputi Bidang
pelayanan publik

Persentase Instansi yang skor
IKM baik

Formulasi Penghitungan: (Jumlah instansi
yang skor IKM baik) /(Jumlah instansi yang
memiliki IKM) x 100% ;

Tipe Penghitungan: kumulatif ;

Sumber data: Laporan hasil penilaian

pelayanan publik Deputi Bidang pelayanan
publik

. | Parsentase Pemerintah Daerah

yang menerapkan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Formulasi Penghitungan : (Jumizh
Prov/Kab/Kota yang telah menerapkan PTSP)
{/(Jumlah Prov/Kab/Kota) x 100% ;

Tipe Penghitungan: kumulatif ;

Sumber data: Laporan hasil penilaian
pelayanan publik Deputi pelayanan publik

Deputi Bidang Pelayanan
Publik




Persentase instansi yang

Formulasi Penghitungan: (Jumiah instansi
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berkategorl balk sesuai yang berkategori baik)/{Jumilah Instansi yang
penilalan dinilai) x 100% ;
Tipe Penghitungan: kumulatif ;
Sumber data: Laporan hasil penilaian
pelayanan publik Deputi Bidang pelayanan
publik
5. | Persentase unit pelayanan Formulasi Penghitungan: (Jumiah unit
yang berkategori baik sesual pelayanan berkategori baik) / (Jumiah Instansi
penilaian yang dinllal) x 100% ;

Tipe Penghitungan: kumulatif ;
Sumber data: Laparan hasil penilaian

pelayanan publik Deputi Bidang Pelayanan
Pubilik

Jumiah instansi yang
menerapkan pedoman
peningkatan kualitas
pelayanan publik berbasis
partisipasi masyarakat

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
instansi yang telah menerapkan pedoman
pelayanan berbasis partisipasi masyarakat ;
Tipe Penghltungan: kumulatif ;

Sumber data: Laporan hasil monev Deputi
Bidang pelayanan publik

Jumiah instansl yang
menerapkan UU Nomor
252009 tentang pelayanan
publik

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Instansi yang telah menerapkan UU Nomor
25/2009 ;

Tipe Penghitungan: kumulatif ;

Sumber data: Laporan hasil monev Deputi
Bidang pelayanan publik
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8. | Jumiah Pemda yang = Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
melakukan peningkatan Jumiah Pemda yang melakukan peningkatan
kualitas pelayanan publik kualitas pelayanan publik berbasis Sistem
berbasis Sistem Manajemen Manajemen Mutu (SMM) yang diakul secara
Mutu (SMM) yang diakul Internasional ;
secara internasional + Tipe Penghitungan: kumulatif ;

« Sumber data: Laporan hasil monev Deputi
Bidang pelayanan publik

5. Indikator Kinerja Utama Eselon I1

T ndi kKA TOTRR I TEr U LA

I Meningkatnya 1. | Persentase Pemerintah Daerah | « Formulasi Penghitungan : (Jumlah Pengembangan Asisten Deputi

dukungan program yang diberi sosiallsasi UL Pemerintah Daerah yang telah disosialisasi Kebijakan dan Perumusan

peningkatan kualitas tentang pelayanan publik UL Pelayanan Publik) / (Jumiah Provinsi) x Evaluasi Program | Kebijakan

pelayanan publik 100%; Pelayanan Publik | Pelayanan
Publik

« Tipe Penghitungan: non kumulatif ;

» Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep
I pada Deputi Bldang Pelayanan Publik

2. | Persentase Instansi Pusat yang | = Formulasi Penghitungan : (Jumlah

diberi sosialisasi UL tentang Kementerian/Lembaga yang telah

pelayanan publik disosialisasi UU Pelayanan Publik) / (Jumiah
Kementerian/Lembaga Non Kementerian) x
100% ;

« Tipe Penghitungan: non kumulatif ;

« Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep
[ pada Deputi Bidang Pelayanan Publik
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3. | Persentase Instansi « Formulasi Penghitungan
Pemerintah yang telah (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda
mengimplementasikan LU vang telah mengimplementasikan UL
No.25/2009 tentang pelayanan No.25/2009 tentang Pelayanan Publik) /
publik (Jumlah Kementerian/Lembaga dan Pemda)
x 100% ;

+ Tipe Penghitungan: kumulatif ;
« Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep
I pada Deputi Bidang Pelayanan Publik

II. | Meningkatnya 1. | Jumlah unit pelayanan « Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Pengembangan Asisten Deputi
perbaikan sistem instansi yang menerapkan Jumiah unit pelayanan yang menjadi model | Sistem dan Pengembangan
pelayanan dan standar pelayanan sesuai UU uji coba ; Standarisasi dan
penerapan standar 25/2009 « Tipe Penghitungan: kumulatif ; Pelayanan Publik | Standardisasi
pelayanan publik + Sumber data; Laporan hasil keglatan Asdep Polampanan

1 pada Deputi Bidang Pelayanan Publik
2. | Jumilah unit pelayanan yang » Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
dinilal berdasarkan usulan Jumiah unit pelayanan yang dinilai
instansi/pemerintah daerah berdasarkan usulan instansifdaerah ;

« Tipe Penghitungan: kumulatif ;

« Sumber data: Laporan hasil kegiatan

Asdep 11 pada Deputi Bidang Pelayanan
Publik
3. | Persentase unit pelayanan = Formulasi Penghitungan: (Jumlah unit
yang berkategori baik sesual pelayanan yang berkategori baik) / (Jumlah
penilaian unit pelayanan yang dinilai} x 100% ;

« Tipe Penghitungan: kumulatif ;

» Sumber data: Laporan hasil penilaian
pelayanan publik Asdep IT pada Deputi
Bidang Pelayanan Publik




Persentase instansi yang

berkategori balk sesuai
penilaian
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Formulasi Penghitungan: {Jumiah
instansi yang berkategori baik) / (Jumlah
instansi yang dinllal) x 100% ;

Tipe Penghitungan: kumulatif ;
Sumber data: Laporan hasil penilaian
pelayanan publik Asdep II pada Deput
Bidang Pelayanan Publik

Terlaksananya
penyederhanaan
sistem dan prosedur
pelayanan publik
dibidang ekonomi
dan bisnis

Jumiah hefp-desk pada
Provinsi

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumlah hefp-desk yang dilakukan pada
Prowvinsi

Tipe Penghitungan : non kumulatif;
Sumber data: Laporan hasil kegiatan

Asdep ITI pada Deputi Bidang Pelayanan
Publik

2.

Jumiah kasus yang
diselesaikan

Fnrmu'lusl Penghitungan: Berdasarkan
jumilah kasus pelayanan publik berskala
strategis yang telah berhasil diselesaikan;
Tipe Penghitungan: non kumulatif;
Sumber data: Laporan hasil kegiatan

Asdep I11 pada Deputi Bidang Pelayanan
Puhlik

Persentase Pemda yang
menerapkan OS5/PTSP

Formulasi Penghitungan: (Jumiah Pemda
yang telah menerapkan O55/PTSP dalam
pelayanan) / (Jumiah Pemda) x 100% ;
Tipe Penghitungan: kumulatif ;

Sumber data: Laporan hasil monev Asdep
11l pada Deputi Bidang Pelayanan Publik

Peningkatan
Koordinasi dan
Evaluasi
Pelayanan Publik
di Bidang
Perekonomian

Asisten Deputi
Pelayanan
Perekonomian
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A SAran=>ratedls IndikKatogkinerjajlitaina FENEEESRD AEQIdLAT i L
Terlaksananya Jumlah kabupaten/kota yang Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Peningkatan Asisten Deputi
penyederhanaan mempresentasikan kepuasan Jumiah Kab/Kota yang telah melaksanakan Koordinasi dan Pelayanan
sistem dan prosedur pelanggan berdasarkan IKM survei IKM pada unit-unit pelayanan publik; | Evaluasi Kesejahteraan
pelayanan publik Tipe Penghitungan: non kumulatif ; Pelayanan Publik | Sosial
dibidang Sumber data: Laporan hasil monev Asdep di Bidang
kesejahteraan sosial IV pada Deputi Bidang Pelayanan Public | Keselahteraan

a
Skor IKM Unit Pelayanan Formulasi Penghitungan: Rata-rata Skor
IKM unit pelayanan Publik secara nasional
pada tahun berjalan ;
Tipe Penghitungan: non kumulatif ;
Sumber data: Laporan hasil penilalan
pelayanan publik Deputi Bidang Petayanan
Publik
Jumiah Kabupaten/Kota yang Formulasi Penghitungan: Jumiah
dilakukan evaluasi dampak Kabupaten/Kota yang telah dievaluasi
Pemberian Penghargaan Citra dampak Pemberian Penghargaan Citra Bhakti
Bhakti Abdi Negara (CBAN) Abdi Negara (CBAN) ;
Tipe Penghitungan: non kumulatif ;
Sumber data: Laporan hasil keglatan Asdep
IV pada Deputi Bidang Pelayanan Publik ]
V. | Terlaksananya Jumiah Kab/Kota yang Formulasl Penghitungan: Berdasarkan Peningkatan Asisten Deputi
penyederhanaan menerapkan pedoman jmilah Kab/Kota yang telah menerapkan Koordinasi dan Pelayanan
sistem dan prosedur peningkatan kualitas pedoman pelayanan berbasis partisipasi Evaluasi Pemerintahan
pelayanan publik pelayanan publik berbasis masyarakat ; Pelayanan Publik | Umum, Hukum
dibidang partisipasi masyarakat. Tipe Penghitungan: kumulatif ; di Bidang dan Keamanan
ﬁ::::ﬂ:;: dan Sumber data: Laporan hasil monev Asdep ::::":::m'
AR v pada Deputi Bidang Pelayanan Publik P AT,
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2. | Jurmiah unit pelayanan publik Formulasi Penghitungan: Jumlah unit

yang menerapkan pedoman pelayanan yang telah menerapkan pedoman
peningkatan kualitas pelayanan berbasis partisipasi masyarakat ;
pelayanan publik berbasis « Tipe Penghltungan: kumulatif ;
partisipasi masyarakat « Sumber data: Laparan hasil money Asdep

V pada Deputi Bidang Pelayanan Publik

3 | Jumilah Pemda/Instansi yang | » Formulasi Penghitungan: Berdasarkan

dinilai berdasarkan usulan Jumiah Pemda/instansi yang dinilai

instansifpemerintah provinsi berdasarkan usulan instansi/provinsi ;

« Tipe Penghitungan: kumulatif ;

« Sumber data: Laporan hasil kegiatan Asdep
V pada Deputi Bidang Pelayanan Publik

4, | Jumlah Pemda yang « Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
melakukan peningkatan Jumiah Pemda yang melakukan peningkatan
kualitas pelayanan publik kisalitas pelayanan publik berbasis Sistem
berbasis Sistern Manajemen Manajemen Mutu (SMM) yang diakul secara
Mutu (SMM) yang diakui internasional ;
secara internasional « Tipe Penghitungan: kumulatif ;

« Sumber data: Laporan hasil monev Asdep
V pada Deputi Bidang pelayanan publik
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VIII.

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

2. Tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pembertan dukungan administrasi kepada seluruh
unit organisasi di ingkungan Kementerian PAN dan RB.

3. Fungsi

a. koordinasl keglatan Kementerian PAN dan RB;

b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian PAN dan RB;

c. pembinaan dan pemberan dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip dan
dokumentasi Kementerian PAN dan RE;

d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubungan masyarakat;

e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan dan bantuan hukum;

f. penyslenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menter Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,

S3ran Strat SoFKinera Utafar || i i i o penjelasan o ST e Esdeng
Terwujudnya 1. | Persentase dokumen « Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen Sekretaris
peningkatan kinerja administrasi keuangan yang administrasi keuangan yang diselesaikan tepat waktu)/ | Kementerian
manajemen internal diselesaikan tepat waktu {Jumlah dokumen administrasi keuangan) x100% ;
dalam rangka . . .
pelaksanaan t Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Kementerian « Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum
2, | Persentase barang millk « Formulasi Penghitungan: (Jumlah barang milik
negara yang tercatat/ negara yang telah tercatat sesual SAP)/ Jumlah barang
terinventarisasi sesuai kaidah milik negara Kementerian PAN dan RB) x100% ;
pencatatan BMN » Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
» Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum
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» Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Kategori npirﬂ

3 Elphi BPK terhadap laporan
keuangan KemPAN dan RB BPK terhadap hasil audit atas laporan kevangan
KemPAN dan RB ;
« Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
« Sumber data: Laporan Keglatan Biro Umum
4, | Persentase pejabat yang telah | « Formulasl Penghitungan: (Jumlah pejabat yang
melaporkan LHEKPN telah melaporkan LHKPN)/ (Jumlah pejabat
Kementerian PAN dan RB yang wajib menyampaikan
LHEPN) x 100%:;
+« Tipe Penghitungan: Mon kumulatif ;
« Sumber data: Laporan Eeglatan Biro Umum
5. | Rasio sarana dan prasarana « Formulasi Penghitungan: (Jumlah sarana dan
yang tersedia dengan prasarana yang tersedia) / (Jumlah kebutuhan sarana
kebutuhan pegawal sesual dan prasarana sesual standard) x 100% ;
standar kualitas pelayanan » Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
yang balk « Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Umum
6. | Persentase dokumen program | = Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen program
dan anggaran yang dan anggaran yang diselesaikan tepat waktu)/ (Jumilah
diselesaikan tepat waktu dokumen program dan anggaran) x 100% ;
» Tipe Penghitungan: Mon kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan
7. | Persentase dokumen » Formulasi Penghitungan: (Jumlah dokumen
pelaporan yang diselesaikan pelaporan diselesalkan tepat waktu)/ (jumlah dokumen
tepat waltu pelaporan) x100% ;

« Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
* Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan
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8. Perﬁentas:e heglatan wng Formulasi Penghitungan: (Jumlah kegiatan yang
dilaksanakan sesual dokumen dilaksanakan sesual dokumen perencanaan)/ (jumilah
peErencanaan keglatan yang direncanakan dalam dokumen) x100% ;
Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Perencanaan
9. Persentase publikasi/ Formulasi Penghitungan:(Jumiah publikasi tentang
pemberitaan tentang kebijakan kebijakan PAN dan RB yang dilakukan)/ (Jumiah
PAN yang dilaksanakan kebljakan PAN dan RB) x100% ;
Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Hukum dan
Humas
10. | Persentase proses penyusunan Formulasi Penghitungan: Berdasarkan jumlah
peraturan perundang- peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan
undangan yang dilaksanakan sesual prosedur) / (jumiah peraturan perundang-
sesual prosedur undangan yang direncanakan) ;
Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Biro hukum dan
Humas

T - aL dilin In_....l.-l.J E..-_l."_" il

h.:.._n'u-ﬂ
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5. Indikator Kinerja Utama Eselon II

TIELE : =4y _h‘ H‘_fh e i S R e e T e L AL i N e o o e ;‘-'-
ﬁ.—:’-&. - .:" AP *-"- bl e b Lo el L s b o R b e e D S i Mt 2 .;:. :
1. Tunm.ljudnva , Persenta:se dnkumen = Formulasl Penghitungan: (Jumilah Pembinaan r.lnn Hh*n Umum
peningkatan kinerja administrasi yang diselesaikan dokumen administrasi perkantoran yang Pelayanan
pengelalaan tepat waktu (perkantoran, disefesaikan tepat waktu) / (Jumlah Perkantoran,
pelayanan kepegawaian, keuangan) dokumen administrasi perkantoran yang Keuangan dan
perkantoran, harus diselesaikan) x 100%; Kepegawaian
keuangan dan « Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
kepegawalan » Sumber data: Laporan Keglatan Biro
LirriLem
2. | Persentase pegawal * Formulasi Penghitungan: (Jumiah
Kementerian Negara PAN yang pegawal Kementerian Negara PAN yang
mengikuti pendidikan dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan
pelatihan struktural, fungsional struktural, fungsional dan kursus lainnya) /
dan kursus lainnya {Jumilah pegawai Kementerian PAN dan RB) ;

= Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
« Sumber data: Laporan Kegiatan Biro

Umurm
3. | Persentase barang milik » Formulasi Penghitungan: (Jumlah barang
negara yang tercatat/ milik negara yang telah tercatat sesual SAP)
terinventaricasi sesual kaidah f (Jumlah barang milik negara Kementerian
pencatatan BMN PAN dan RB) x 100% ;

= Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
* Sumber data: Laporan Kegiatan Biro

Uhmim
4. | Persentase pejabat yang telah | « Formulasi Penghitungan: (Jumilah
melaporkan LHKPN pejabat yang telah melaporkan LHKPN)/

{Jumlah pejabat Kementerian PAN dan RB
| yang wajib menyampalkan LHKPN) x100% ;
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Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Biro

5 201 K Py 1§t
-1 J 1
e _t._."!u_._aﬂ.n-d---:-."_-

Umum
Persentase pengadaan Formulasi Penghitungan:( Jumilah
barang/jasa pemerintah yang pengadaan barang/jasa pemerintah yang
dilakukan dilakukan) / ( Jumiah pengadaan barang dan
jasa) x 100% ;
Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Biro
Limum
Rasio sarana dan prasarana Formulasl Penghitungan: (Jumiah sarana
yang tersedia dengan dan prasarana yang tersedia) / (Jumiah
kebutuhan pegawal sesual kebutuhan sarana dan prasarana sesuai
standar kualitas pelayanan standard) x 100% ;
yang balk Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

sumber data: Laporan Kegiatan Biro
Umum

l r— |F II

Eep '_||‘ 'r. |
: S T
Hﬁ-_d. o B ) ke a5 q...—-l--

Terwujudnya
peningkatan kualitas
pelayanan internal
Perencanaan/
Penganggaran,
kerjasama,
pengembangan
sistem dan
penyusunan laporan
kebijakan PAN

Persentase dokumen program

dan anggaran yang
diselesaikan tepat wakiu

Formulasi Penghitungan: (Jumlah
dokumen program dan anggaran yang
diselesailan tepat waktu)/ (jumlah dokumen
program dan anggaran) x 100% ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Biro
Perencanaan

Pembinaan dan
Pengelolaan
Perencanaan,
Penganggaran,
kﬂ'fﬁﬁama
lembaga dan
pelaporan

Biro
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2. Pe-.rsu'ltnse dnkmnm . Furmull:i Penghitungan: (Jumlah
pemantavan dan evaluasi yang dokumen pemantauan dan evaluasi yang
diselesaikan tepat waktu diselesaikan tepat waktu) / (Jumlah

dokumen pemantauan dan evaluasi) x
100%%;

« Tipe Penghltungan: Non kumulatif ;
* Sumber data: Laporan Kegiatan Biro

Perencanaan
3. | Persentase dokumen bahan » [Formulasi Penghitungan: (Jumilah
kebijakan yang diselesaikan dokumen bahan kebijakan yang diselesaikan
tepat waktu tepat waktu) / (Jumiah dokumen bahan
kebijakan) x 100% ;

= Tipe Penghitungan: Mon kumulatif ;
* Sumber data: Laporan Kegiatan Biro

Perencanaan
4. | Persentase dokumen « Formulasi Penghitungan: (Jumlah
pelaporan yang diselesaikan dokumen pelaporan yang diselesaikan tepat
tepat waktu waktu) / (Jumlah dokumen pelaporan) x
100%;

* Tipe Penghitungan: Mon kumulatif; |
» Sumber data: Laporan Kegiatan Biro

Perencanaan
5. | Persentase kegiatan yang « Formulasi Penghitungan: (Jumlah
dilaksanakan sesual dokumen kegiatan yang dilaksanakan sesuai dokumen
perencanaan perencanaan) / (Jumlah keglatan yang

direncanakan dalam dokumen perencanaan)
x 100% ;

- —
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Tanggal 24 Oktober 2011

Sumber data: Laporan Kegiatan Biro
Perencanaan

6. | Jumlah kerjasama bilateral * Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
maupun multilateral yang Jurmiah MOU kerjasama bilateral dan
dilaksanakan muttilateral yang telah dilaksanakan ;
= Tipe Penghitungan: Non kumulatif :
= Sumber data: Laporan Kegiatan Biro
Perencanaan
Terwujudnya 1. | Persentase dokumen +« Formulasi Penghitungan: (Jumlah Pengelolaan dan Biro Hukum dan
peningkatan kualitas kehumasan yang diselesaikan dokumen kehumasan yang diselesaikan Pembinaan Humas
pelayanan hukum, tepat waktu tepat waktu) / (Jumiah dokumen kehumasan | Hukum, Hubungan
kehumasan dan yang ada x 100% ; Masyarakat dan
pencitraan lembaga « Tipe Penghitungan: Non kumulatif : Pencitraan
» Sumber data: Laporan Kegiatan Biro Lambaga
Hukum dan Humas
2. | Persentase publikasif * Formulasi Penghitungan: (Jumiah
pemberitaan tentang kebijakan publikasi tentang kebijakan PAN dan RB
PAN dan RB yang dilaksanakan yang dilakukan) / (Jumiah kebijakan PAN
dan RB) x 100% ;
= Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
= Sumber data: Laporan Keglatan Biro
Hubkum dan Humas
3. | Persentase penyelesalan = Formulasi Penghitungan: (Jumlah
pengembangan sistem pengembangan sistem informasi yang

informasi yang dilaksanakan

dilaksanakan) / (Jumlah pengembangan
sistem informasi yang direncanakan)x 100%;
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= Sumber data: Laporan Kegiatan Biro

Hukum dan Humas

Formulasi Penghitungan: (Jumlah
pengembangan sistem e-procurement yang
dilaksanakan) / (Jumlah pengembangan
sistem e-procurement yang direncanakan) x
100 %%;

Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Biro
Hukum dan Humas

Persentase proses penyusunan
peraturan perundang-
undangan yang dilaksanakan
sesual prosedur

Formulasi Penghitungan: (Jumlah
peraturan perundang-undangan yang
dilaksanakan sesual prosedur) / (Jumlah
peraturan perundang-undangan yang
direncanakan) x 100% ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Biro
Hukum dan Humas

Persentase Pemberian
pertimbangan teknis
penyusunan Peraturan/Kep/SE
Men. PAN dan RB

Formulasi Penghitungan: (Jumiah
Peraturan/Kep/SE Men. PAN dan RB yang
dimintakan pertimbangan / (jumlah
Peraturan/Kep/SE Men. PAN dan RB yang
direncanakan) x 100%:

Tipe Penghitungan: Non kurmulatif ;

Sumber data: Laporan Kegiatan Biro
Hukum dan Humas




perundang-undangan dan
buku perpustakaan yang dapat
dikumpulkan/dihimpun
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i

dokumen peraturan perundang-undangan

dan buku perpustakaan yang dapat
dikumpulkan/dihimpun / {jumlah dokumen

peraturan perundang-undangan dan buku
perpustakaan yang direncanakan) ;
Tipe Penghitungan: Non kumulatif :

Sumber data: Laporan Kegiatan Biro
Hukum dan Humas
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Peraturan Menterl Negara
Pendayagunaan Aparabur Negara

dan Reformasi Birokrasi
Momor 47 Tahun 2011
Tanggal ag Agustus 2011

Staf Ahli Staf Ahli Bidang Hukum;

Staf Ahli Bidang Kebljakan Publik;

Staf Ahli Bidang Sistem Manajemen;

Staf Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi Daerah; dan

Staf Ahli Bidang Budaya Kerja Aparatur.

: memberikan telaahan kepada Menteri Megara Pendayagunaan Aparatur Megara dan Reformasi Birokrasi

mengenal masalah hukum, masalah kebijakan publik, masalah Sistem Manajemen, masalah Otonomi Daerah,
dan masalah Budaya Kerfa Aparatur

3. Indikator Kinerja Utama Eselon I

Terwujudnya Dukungan
Perumusan Kebijakan
PAN dan RB

Persentase laporan
dukungan

perumusan kebijakan
bidang hukum

=t

- St b et

Formulasi Penghitungan: (jumlah
laporan perumusan kebijakan bidang
hukumn telah diselesaikan/ jumiah
laporan perumusan kebijakan bidang
hukum yang seharusnya diselesaikan))
x100%;

Tipe Penghitungan: Mon kumulatif ;

Sumber data: Laporan Kegiatan Staf
Ahli Bidang Hukum

Terlaksananya
kampanye Budaya
Kerja Aparatur
melalui Workshop

Formulasi Penghitungan : Jumlah

Waorkshop Budaya Kerja yang
dilaksanakan;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Staf
Ahli Bidang Budaya Kerja

:d-:'.'!_ |_.:: 3 "' T = 4
SENE T
Pelaksanaan Staf Ahli
Dukungan Kebijakan | Kementerian
PAN dan RB
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Formulasi Penghitungan : Jumlah
Pemerintah yang Kementerian/Lembaga dan Pemda yang
dievaluasi telah dievaluasi pelaksanaan Aiof
pelaksanaan Aot Profect Pengembangan Budaya Kerja
Froject Aparatur;
whﬂﬂgﬂﬂ Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
mm‘;:{m"‘ Sumber data: Laporan Kegiatan Staf
Ahli Bidang Budaya Kerja
Persentase laporan Formulasi Penghitungan : (Jumlah
telaahan dukungan laporan telazhan penyelesaian
penyelesaian permasalahan bidang sistemn
permasalahan bidang manajemean yang telah diselesalkan) /
sistemn manajemen (Jumiah laporan telaahan penyelesalan
permasalahan bidang sistem
manajemen yang seharusnya
diselecaiican) x 100%;
Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Staf
Ahli Bidang Sistem Manajemen
Persentase laporan Formulasi Penghitungan : (Jumlah
dukungan laporan telaahan perumusan kebijakan
perumusan kebijakan bidang pemerintahan dan otonomi
bidang pemerintahan daerah yang telah diselesaikan/ jumlah

dan Otonomi Daerah

laporan telaahan perumusan kebijakan
bidang pemerintahan dan otonomi
daerah yang seharusnya diselesalkan) x
100%;
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ﬂpultmun: Mon kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Staf

Ahli Bidang Pemerintahan dan Otonomi
Daerah
Persentase laporan Formulasi Penghitungan : (Jumlah
dukungan laporan telaahan perumusan kebijakan
perumusan kebijakan bidang kebijakan publikyang telah
bidang Kebljakan diselesaikan/ jumlah laporan telaahan
Publik perumusan kebijakan bidang kebijakan
publik yang seharusnya diselesalkan) x
100%;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data: Laporan Kegiatan Staf
Ahli Bidang Kebijakan Publik




Lampiran 10
Peraturan Menter Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara

dan Reformasi Birokras! Republik Indonesia
Nomor &7 Tahun 2011

Tanggal 2& Oktober 2011

X

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Kementerian

2. Tugas +  melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PAN dan RB.
3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;

b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalul audit, reviu, evaluasl, pemantavan, dan kegiatan pengawasan
lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

d. penyusunan laporan hasil pengawasan; dan

e, pelaksanaan administrasi Inspektorat Kementerian.

5. Indﬂuhrl]nmjnlﬂzma Eselon IT

i".'.;._'.:-'J L Iy " .' "'IF e R e
X ! .

Mo /Sasaran Strategis. | | iiXndikat (oo 0T [ Penielasans By | Kegiatan T gselonmt
| & Terwujudnya 1. Jumlah Lrnft lmja yang herhusll . Fnrmulnﬁ Penghitungan: Berdasarkan | Pembinaan dan Inspektorat

peningkatan kualitas mencapai target kinerja yang Jumilah unit kerja yang berhasil mencapai Pengawasan | Kementerian

pengawasan intern ditetapkan target kinerja yang ditetapkan dalam PK ; Intern dan Quality

pelaksanaan tugas = Tipe Penghitungan: Non Kumulatif ; Assurance |

kementerian

« Sumber data : Laporan hasil evaluasi
kinerja Inspektorat Kementerian
2. | Nilai akuntabilitas kinerja = Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
| Kementerian PAN dan Milai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN
Reformasi Birokrasi dan Reformasi Birokrasi hasil evaluasi AKIP ;

= Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;
+* Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP

| Kementerian
3. | Jumiah unit kerja yang + Formulasi Penghltungan: Berdasarkan
mendapat nilai akuntabilitas Jumiah unit kerja yang mendapat nilal
kinerja minimal kategori B akuntabllitas kinerfa minimal kategori B hasil

evaluasi kinerja Inspektorat ;




ol el

Mama Unit Organisas|
Tugas
Fungsi

Inspektorat Kementerian
melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian PAN dan RB.

a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern;
b.
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pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalul audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan
lainmya;

pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan

penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
pelaksanaan administras! Inspektorat Kementerian,

il W

Terwujudnya
peningkatan kualitas
pengawasan intern
pelaksanaan tugas
kementertan

Jumiah unit kerja yang berhas
mencapal target kinerja yang
ditetapkan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

£ Bt S trhubirt e bl .'%:‘13_,_'-;{"5-.’;-‘?" ~ Kegiatan' | ey
* Formulasi Penghitungan: Berdasarkan Pembinaan dan Inspektorat
Jumilah unit kerja yang berhasil mencapai Pengawasan Kementerian

target kinerja yang ditetapkan dalam PK ; Intern dan Quality
= Tipe Penghitungan: Non Kumulatif ;

= Sumber data : Laporan hasil evaluasi
kinerja Inspektorat Kementerian

Nilai akuntabilitas kinerja
Kementerian PAN dan
Reformasi Birokrasi

* Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Nilai akuntabilitas kinerja Kementerian PAN
dan Reformasi Birokrasi hasil evaluasi AKIP

= Tipe Penghitungan : Non kumulatif ;

* Sumber data : Laporan hasil evaluasi AKIP
Kementerian
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Tipe Penghitungan: Non kurnulatif ;
Sumber data : Laporan hasil evaluasi
kinerja Inspektorat Kementerian

Opini BPK-RI

Formulasi Penghitungan : Berdasarkan
Kategori opini BPK-RI terhadap hasil audit
atas laporan keuangan Kementerian ;
Tipa Penghitungan: Non kurnulatif ;
Sumber data : Laporan hasil audit
keuangan BPE-RI

-

1

Jumiah unit kerja yang bersih
dari penyimpangan

pengelolaan keuangan yang
material

Formulasi Penghitungan: Berdasarkan
Jumiah unit kerja yang bersih dari
penyimpangan pengelolaan keuangan yang
material berdasarkan [aporan hasil audit
BPK-RI ;

Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;
Sumber data : Laporan evaluasi hasil audit
BPK-RI

Jumiah unit kerja yang bersih
[ dari penyimpangan
| pengelolaan aset yang material

Formulasi Penghitungan ; Berdasarkan
Jumiah unit kerja yang bersih dari
penyimpangan pengelolaan aset yang
material berdasarkan laporan hasil audit BPE
-RI;

Tipa Penghitungan: Non kumulatif ;

Sumber data : Laporan hasil audit
keuangan BPE-RI




]umlnh urit k!fj-l '.rang
mendapat nilai akuntabilitas

kinerja minimal kategori B

. Fnrmulad Flﬂghltl.lng!n Elun:laﬂr‘h'.ln
Jumiah unit kerja yang mendapat nilai
akuntabilitas kinerfa minimal kategori B hasil
evaluasi kinerja Inspektorat ;

« Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

« Sumber data : Laporan hasil evaluasi

kinerja Inspektorat Kementerian

Opini BPK-RI

+ Formulasi Penghitungan : Berdasarkan

Kategori opini BPK-RI terhadap hasil audit
atas laporan keuangan Kementerian ;

« Tipe Penghitungan: Non kumulatif ;

= Sumber data : Laporan hasil audit
keuangan BPK-RI

5,

Jumiah unit kerja yang bersih
dari penyimpangan
pengefolaan keuangan yang
material

+ Formulasl Penghitungan: Berdasarkan
Jumlah unit kerja yang bersih dari
penyimpangan pengedolaan keuangan yang
material berdasarkan laporan hasil audit
BPK-RI ;

« Tipe Penghitungan: MNon kumulatif ;

» Sumber data : Laporan evaluasi hasil audit
BPE-RI

Jurndah unit kerja yang bersih
dari penyimpangan
pengelolaan aset yang material

« Formulasi Penghitungan : Berdasarkan

Jumiah unit kerja yang bersih dari
penyimpangan pengelolaan aset yang
material berdasarkan laporan hasll audit BPE
.F['_r;
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= Tipe Penghltungan: Non kumulatif :

* Sumber data : Laporan hasil audit
keuangan BPK-RI

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal...2q ... Oktober 2011

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI




